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ABSTRAK

Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Menurut Hukum Islam (study pada Pengadilan Agama
Sleman), RAHADYAN SETIAWAN, SH.108 halaman, Tesis, Semarang, Program Studi
Magister Kenotariatan. Program Magister Universitas Diponegoro.

Pembagian waris dalam sistem Hukum Islam meialui lembaga
Peradilan Agama sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia

Belanda, tetapi seiring dengan perjalanan waktu pembagian warisan dengan.

menggunakan Hukum Islam di Peradilan Agama di cabut oleh pemerintah
Hindia Belanda dan sebagai gantinya kewenangan menangani perkara
warisan di alihkan ke Pengadilan Negeri yang dengan dasar pemeriksaan
berdasarkan hukum Adat atau Hukum Islam yang telah menjadi bagian
hukum adat (teori receptie). Setelah Indonesia merdeka keinginan untuk
menghidupkan kembali kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara
waris makin nampak dan puncaknya adalah di berlakukannya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam.

Dengan diberlakukan praturan-praturan tersebut maka Pengadilan
Agama mempunyai kewenangan penuh dalam memeriksa dan memutuskan
perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam.
Salah satu aspek utama dalam pembahasan tesis ini yaitu masalah
pelaksanaan warisan yang dilakukan berdasarkan produk-produk Pengadilan
Agama. Dalam proses pelaksanaan produk Pengadilan Agama tersebut
untuk perkara warisan akan timbul masalah-masalah dan hambatan-
hambatan. Oleh karena itu tesis ini diberi judul : PELAKSANAAN
PEMBAGIAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (Study pada
Pengadilan Agama Sleman).

Hambatan dalam pembagian waris sama saja hambatan dalam
menegakan hukum, sebab pelaksanaan pembagian waris dimulai setelah
adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Putusan hakim tersebut adalah hukum bagi pihak-pihak yang berperkara
secara khusus dan menjadi hukum secara umum bagi masyarakat. Putusan
hakim harus dihormati dan dijalankan, sebab putusan hakim tersebut melalui
pertimbangan-pertimbangan serta berdasarkan dan penafsiran terhadap dalil-
dalil Al-Quran, Hadist, ataupun ljtihat yang pertanggung jawabanya langsung
kepada Allah SWT.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang
ditunjang dengan sosiologi yaitu didasarkan pada peraturan-peraturan seria
hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan serta berdasarkan dengan
kenyataan di dalam masyrakat.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa:

(1)Tatacara pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama bermula
dari suatu Penetapan dan Putusan Perkara yang sebelumnya telah melalui
hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama..




(2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan warisan datang dari pihak
terhukum yang tidak segera melaksanaakan putusan hakim serta hambatan-
hambatan dalam pengeksekusiannya serta jenis dan sifat objek yang
disengketakan yang akan dibagikan.

(3) Timbuinya permasalahan dalam penerapan Undang-undang nomor 7
tahun 1989 berkaitan dalam masalah warisan adalah adanya hak opsi dan

sengketa hak milik yang dapat menimbulkan sengketa kewenangan
mengadili antar lingkungan peradilan.




ABSTRACT

The implementation of the distribution of heritage based on the Islamic law
(Study at Sleman Religion Court ), Rahadyan Setiawan, SH. 106 pages, thesis,
Semarang, Notary Magistre Study Program. The Program of Magistre
Diponegoro University.

The distribution of heritage in the Islamic law system through the Religion
Court institution has already existed since Hindia Belanda goverment, but as time
passes, the distribution of heritage by using the Islamic law in the religion court
had been withdrawn by the Hindia Belanda goverment and as the substitute by
the authority to handie the heir case is given to the public court according to the
checking based on the Adat law or the Islamic law which has become part of the
customary law (theory receptie). After Indonesian Independence, the wish to
activate the authority of islamic Court to ward the heir case appeared clearly, and
the peak of this matter is the effectiveness of the constitution number. 7/1989
about the Religion Court and the islamic Law Compilation.

By making the rules to be in effect, the Religion Court has the full authority
to check and decide the certain civil case to the Islamic people. One major
aspect in this thesis about the heir matters that are done based on the Religion
Court Products.

In using those Religion Court Products for the matters, there will be
several problems and obstacles appear. Based on those reasons, this title of this
thesis is; The implementation of the Distribution of heir based on the Islamic Law
(Study at Sleman Religion Court)

The obstacle in the distribution of heir is similar with the obstacle in up

holding the law, because the implementation of the heir distribution will be started
after the judge decision, which has the Strict Law Strength.
The judge decision will become laws for the certain litigate persons and become
the general laws for people. The judge decision should be done and respected,
because the judge decisions have been reached through several value
judgments and based on the Al-Qur'an, Hadist, and ljtihat which should be
responsible directly to Allah SWT. '

The approaching method being used is the normative juridical which is
supported by the sociology based on the regulations and iaw which is closely
related with the problems and based on the reality in the community.

From the result of the survey and discussions, i is found out that:

1. The legal structure implementation in the distribution of heir in the Religion
Court started from determining and reaching the decision of a case
through the judicial procedure in the judicature religion.

2. The obstacles which appear in the implementation of heir coming from the
sentenced person that is not doing the judge decision and some obstacles
during the execution and the kind and characteristic of the object being
faw suited will be distributed.

3. The emerge in the implementation of the constitution number.7/1989
related to the inheritance is the optional right and the lawsuit of properties
which can cause the lawsuit of authority to bring to justice among
judicature area. ‘
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BAB |

- PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar
diantara umat beragama lainnya, bahkan termasuk jumiah paling banyak
umat pemeluk agama Islam dalam suatu negara. Ada sekitar 90% umat
Islam di Indonesia dari lebih 200 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia,
sayangnya dengan jumiah umat [slam sebesar tersebut tidak di imbangi
dengan kuantitas hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai hukum
positif.

Setelzh diberlakukan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama serta Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1
tahun 1991 dan diterbitkanya Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun
1991 yang lebih dikenal dengan Kompilasi Ht-Jkum Islam, sedikit banyak
telah menambah khasanah hukum positif di Indonesia, baik untuk
kepentingan hukum bagi umat Islam pada khususnya maupun bangsa
Indonesia pada umumnya. implemertasinya jelas sangat membetikan
faedah yang sangat bermanfaat, yaitu bagi rakyat pencari keadilan serta

sebagai tonggak berlakunya sistem hukum Islam di negara Pancasila.

GP{-PUSTAR-VNBP




Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam tersebut
oleh hakim Peradilan Agama dapat dipakai untuk memeriksa, merumuskan
dan memutuskan perkara perdata fertentu yaitu dengan menggunakan
dalili-dalil yang berdasarkan Al Quran, Hadist dan kitab-kitab Fiqih. Artinya
umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian
syariat Islam. Jika dikaji dari segi hukum Positif dengan diberlakukannya
Undang-undang Peradilan Agama serta Kompitasi Hukum Islam maka umat
Islam di Indonesia diberikan pilihan (opsi), untuk pilihan tersebut terserah
keinginan umat itu sendiri apakah ia mau mempergunakan Hukum Islarﬁ
ataukah Hukum Adat dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu
(perkawinan, warisan, wakaf).
Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama ditentukan
bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan,
wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum isfam.
Untuk masalah warisan terdapat dalam pasal 49 ayat (3) tersebut
ditentukan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama yaitu :

1. Penentuan siapa-siapa yang jadi ahli waris.

2. Penentuan mengenai harta peninggalan.

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.’




4.. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.
Dikalangan masyarakat Islam di Indonesia, sejak dahulu telah diterapkan
hukum adat secara terus menerus sebagai hukum yang hidup, terutama di
daerah-daerah terpencil di pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai
keluhuran adat nenek moyang. Tetapi kenyataannya dari segi Agidah umat
islam dituntut untuk menjalankan kewajiban untuk menggunakan hukum [slam
dalam penerapan pembagian warisan.

Keberadaan Peradilan Agama sebenarnya sudah ada sejak dahulu dan
umurnya lebih satu abad serta hukum materiainya sangat bervariasi dan masih
berserakan dalam berbagai kitab Figih. Maka konsekwensinya adalah sebuah
putusan pada sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama tahun
1989 adalah putusan hakim yang tidak mempunyai kepastian hukum,
kenyataannya adalah suatu putusan hakim dalam suatu kasus yang sama
dengan hakim yang berbeda maka putusannya akan variatif dan sangat
beragam. Namun setelah berlaku Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-
Undang nomor 7 tahun 1989) dan Kompilasi Hukum lIslam maka
pemeriksaanya dihadapan hakim Peradilan Agama telah mempunyai dasar
kesatuan hukum nasional, kecil kemungkinan putusan pada masa sebelum
berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum islam
terulang kembali.Kompilasi Hukum Islam untuk sementara sebagai pedoman

Hukum waris Islam di Indonesia yang terdapat dalam Buku Il dapat dijadikan




pegangan bagi orang-orang pencari keadilan memberikan tujuan antara lain
yaitu:
1. Merumuskan Hukum Islam di Indonesia secara sistematis.
2. Landasan penerapan hukum lslam di Peradilan Agama.
3. Sifatnya Kompilasi Berwawasan Nasional (bersifat supra |
subkultural, aliran, Mahzab) yang diberiakukan bagi seluruh
masyarakat Islam di Indonesia, apabila timbul sengketa di
Peradilan Agama.
4. Adanya penegakan hukum (Law Enforcement) yang pasti dan
iebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat islam.!
Dalam pengertian analoginya Hukum waris Islam tidak jauh berbeda
dengan pengertian hukum waris Perdata barat yaitu hukum yang mengatur

pengalihan harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada siapa-siapa saja

yang berhak menjadi ahli warisnya dan menentukan berapa besar masing-
masing bagian ahli waris mendapat harta warisan.

Meng_enai pembagian warisan pada dasarnya tergantung dari hukum itu
sendiri yang mengaturnya seperti halnya dalam hukum adat Jawa ada
istilah "sepikul segendongan” artinya anak laki-laki dapat sepikul anak

‘perempuan dapat segendong” yaitu perbandinganya 2 : 1, tetapi jika ada |

kasus yang masuk memungkinkan hukum adat tersebut di kesampingkan.

! prof.Abduliah Kelib, SH. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum lIsiam dalam Tata Hukum
Indonesia (Beberapa catatan Efeklifitas Kompilasi Hukum Islam). Ull Pres Yogyakarta 1993




Sehubungan dengan masalah tersebut Wirjono Prodjodikiro pada saat.
pembuatan rancangannya mengusulkan agar di dalam Undang-Undang
Peradilan Agama dapat ditentukan:

1. Bahwa pembagian harta warisan anak laki-laki dan bagian anak
perempuan adalah sama.

2. Bahwa apabila si meninggal warisan meriinggalkan anak-anak
baik anak-anak laki-taki maupuan anak-anak perempuan, maka
semua harta warisan jatuh pada anak-anak itu disamping janda si
meninggal tersebut®

Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam penetuan siapa-siapa ahli warisnya, penentuan harta
peninggalannya, penentuan bagian masing-masing dan pelaksanaanya
lebih jelas. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Pradilan Agama
tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang nomor 14
tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Pada pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai pgrkara
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pradilan Agama.

Dengan demikian apabila terjadi sengketa mengenai harta peninggalan

2 Wirjono Prodjodikiro, Bunga Rampai Hukum Karangan Terbesar. Ichtiar Baru Jakarta, cet |
1974




dalam pembagian warisan tersebut dapat diperiksa dan diputuskan melaiui
jalur hukumya, sehingga diharapkakan tidak lagi terjadi perselisihan. Dalam
penjelasan Umum Undang-Undang Peradilan Agama bahwa apabila terjadi
perselisihan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan
memilih hukum yang mana yang akan digunakan dalam pembagian waris.

Secara keseluruhan hukum waris itu selalu berlandaskan falsfah bangsa
indonesia yaitu Pancasila, karena Pancasila didalam hukum waris adat
merupakan penjabaran kedalam suatu bidang kebendaan. Jadi Pancasila
merupakan sarana atau alat untuk menangkal silang sengketa atas haria
kekayaan atau harta pusaka yang ditinggalkan, dan dapat dikatakan
dengan berdasarkan pada Pancasila, penerusan atau pembagian'harta

peninggalan tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai.

. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan
permasalahan vaitu:

1. Bagaimana tatacara pembagian warisan di Peradilan Agama?

2. Hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pembagian

warisan oleh Pengadilan Agama?




3. Apa masalah yang timbul dalam penerapan Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama berkaitan dengan

masalah kewarisan.?

C. TUJUAN PENELITIAN
Suatu penelitian limiah dilakukan oleh peneliti harus mempunyai tujuan
pasti dan jelas. Hal ini merupakan pedoman yang harus dipegang oleh
peneliti dalam mengadakan penelitian yang pada akhimya akan
menunjukan suatu kualitas dari hasil lpeneiitan itu sendiri. Berdasarkan
permasalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan yang hendak
dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1 Untuk mengetahui tata cara pembagian Warisan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan
pembagian waris di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui masalah yang timbul dalam penerapan
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 di Pengadilan Agama

berkaitan dengan masalah kewarisan.




D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu hasil penelitian akan memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri,

Akademisi, Pratisi, Pemerhati hukum Islam, alim ulama dan masyarakat

luas

1.

Bagt peneliti manfaat yang akan di ambil dari penelitian ini yaitu akan

memberikan ilmu pengetahuan yang jelas tentang pembagian waris

dalam presfektif hukum Islam serta menambah wawasan

pengetahuan limu Hukum
Bagi kalangan Akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan
sumber Informasi iimiah guna melakukan pengkajian lebif lanjut dan

mendalam tentang Pelaksanaan pembagian waris Isiam dalam

mengahdapi persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kemudian

hari

Bagi kalangan Praktisi dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan berharga

dalam melaksanakan tugas-tugas yang di embankanya serta
diharapkan juga dengan hasil penelitian ini dapat menemukan solusi
pemecahan yang terbaik jika suatu waktu terdapat kesulitan-
kesulitan yang tujuannya tidak lain akan memberikan rasa kepuasan
dari masyarakat atas kinerja para praktisi dalam mengambil suatu

keputusan yang mempunyai kepastian hukum.




4. Bagi para pemerhati Hukum Islam, alim ulama hendaknya dengan
hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuannya
dibidang figih Islam serta memberikan informasi penting kepada
masyrakat sehingga akan memberikan kemaslahatan umat.

5. Bagi masyarakat luas diharapkan dengan hasil penelitian ini akan
memberikan kesadaran bahwa Islam juga mempunyai hukum
warisan Materiil dan Formiil yang bukan tidak mampu beradaptasi
dengan perubahan social seperti yang dikatakan C. Snouk
Hurgronje® disamping hukum adat dan hukum perdata barat serta
dapat diterapkan dan digunakan apabila disuatu hari terbentur

permasalahan perwarisan.

3 Abdul Ghofur Anshori, SH.MH. Hukum Kewarisan Islam di indonesia (Eksistensi dan
Adaptabilitas). EKONOSIA FE-UIL. Yogyakarta 2002 Cet |
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewarisan Islam

Pengertian waris dalam Buku Ensikiopedi Hukum islam bahwa
kata waris itu berasal dari bahasa Arab yaitu warisa-yarisu-warisanfau
irsanffuras yang berarti mempusakai -adalah ketentuan-ketentuan
tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang
berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka dan berapa besar
harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris
yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah struktur hukum
waris Arab pra lslam dan skaligus merombak system kekerabatan,
bahkén juga merombak system pemilikan harta didalam masyarakat
Arab pada waktu itu, hukum waris Islam juga mengandung aturan
setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan bgrhak memiliki harta

warisan*

* Ensikiopedi Hukum Islam Jilid 5. Penerbit PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta 1993 Cet |
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B. Pengertian Hukum Waris Islam

Dari gambaran pengertian waris diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa hukum waris Islam adalah sekumpd{an peraturan yang
mengatur peralihan hak kebendaan dari orang yang telah meninggal
dunia kepada orang yang berhak.
Untuk pengertian hukum waris Islam dapat kita cari landasan
pemikirannya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat
188

e 55 it duly d65 SRS

r

o 78974, B 4 2\ . ’“"z’/"i'.'
"G A A I P82

-~

Janganfah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan
yang tidak sah (batif}
Dalam ayat tefsebut dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang
dilarang mengambiinya dan jenis harta yang boleh diambil dengan
'jalan yang baik diantara harta yang halal yang boleh diambil adalah
harta pusaka (harta warisan). Dalam Al Quran dan Hadist telah diatur
cara pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi

halal dan berfaedah®

5 H.Sulaiman Rasjid. Figih Islam. Sinar Baru. Bandung 1992 Cet 25
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Menurut pendapat H. Achmad Azhar Basyir, MA. bahwa hukum Faraid
ada dan dipelajari karena memang untuk memenuhi kebutuhan hukum
Islam itu sendiri dan hukum [slam itu tercipta memang untuk mengatur
hidup manusia. Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting '
dalam Hukum istam karena itu ayat Al-quran mengaiur hukum waris
itu sangat terperinci, hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan
pasti dialami setiap manusia °.

Dengan diacukanya hukum kewarisan islam 'kepada legalisasi pokok,
vaitu Al-Quran membeﬁkan makna bahwa hukum kewarisan Islam
bukan hasil kebudayaan suatu masyarakat tetapi berseumber dari
Dzat yang ada diluar masyarakat (Allah), sedangkan manusia hanya
pelaksana saja.

Pengertian hukum waris Is[am didalam perundang-undangan memang
belum ada, pengaturan hanya ada di Kompilasi Hukum Islam, namun
walau demikian peraturan tersebut sangat besar makna bagi para
pencari keadilan serta aparat penegak hukum Islam, berikut
pengertian hukum Waris islam dapat ditemui dalam Buku Il Bab |
Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

® H.Ahmad Azhar Basyir,MA, Hukum Waris Isfam.Ul! Pres Yogyakarta 1985
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menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapabagian masihg—masing”

Materi hukum yang terdapat dalam hukum kewarisan yang digunakan
sebagai pegangan untuk memutuskan suatu perkara tersebut berasal
dari Al Quran, Hadist dan Kitab-kitab Figih.

Dalam Buku [l tersebut terdiri dari VI Bab yaitu ;

1. Bab | tentang Ketentuan Umum.

2. Bab Il tentang Ahli waris.

3. Bab ill tetang Besarnya Bagian.

4. Bab IV tentang Aul dan Rad.

5. Bab V tentang Wasiat.

6. Bab VI tentang Hibah.

. Sumber Hukum Waris Islam.

Hukum Waris Islam sebagai bagian dari hukum Islam di bidang
Muamalah tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek lain dari ajaran
agama Islam, karena ity penyusunan kaedah-kaedahnya haruslah
berdasarkan pada sumber hukum yang sama.

Sumber-sumber hukum tersebut adalah;
1. Al-Qur-an.

2. Sunnah/Hadist Nabi.




14

3. ljtihad.

Penggunaan ketiga sumber ini didasarkan bersumber pada Al-Qui'an
dan Hadist.

Pada Al-Qur'An terdapat di Surat An-Nissa ayat 59

;o@n ,\‘dgbd JJ‘;{:J: %}%n#ﬂ/i/a.u‘@\j
AR SR § A3

7 / N 2 Y 2%
oq\’ % S 355 ElnoaMAs 4.&:63-»5:*

Artinya: “Hai orang-orang yang betiman, taatialh Allah dan laatilah
RosulNya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembaﬁkan!ah ia
kepada Allah (Al-Quran dan Rosul (Sunnahnya) jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan Hari kemudia. Yang
demikian ftu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’

Ayat ini memberikan perintah kepada kaum Mukmin untuk mentaati
Allah SWT, Rasullah, dan Ulil Amri. Maksudnya agar orang Mukmin
dalam memecahklan masalah hendaknya senantiasa mengikuti dan

berdasarkan ketiga sumber Hukum tersebut.
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Pada Haddist yaitu dialog antara Nabi Muﬁa’mmad SAW dengan

Mu’adz yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari ibnu Umar yang

terjemahanya yaitu: |
Nabi bertanya: Apa yang kau perbuat jika kepadamu dihadapkan
perkara yang harus diputus? Jawab Mu'adz : Saya akan
memutuskan berdasarkan Kitabullah (Al-Quran) Nabi bertanya
fagi : Jika dalam Al-Quran tidak kamu jumpai? Jawab Mu'adz :
Saya akan memutuskan atas dasar Sunnatullah. Nabi bertanya
lagi : Jika tidak kamu jumpai dalam Sunnatulah? Jawab Mu'adz :
Saya akan menggunakan akalku dan tidak akan membiarkan
perkara itu tanpa putusan....

Dari tulisan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sumber Hukum

Islam ada tiga, berikutnya akan penulis rincikan satu per satu yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam, kendatipun sumber
hukum kewarisan ada tiga tetapi pada hakikatnya kedua sumber
setelahnya yaitu .Sunnah dan ljtihat harusiah terlebih dahulu
mendahulukan Al- Quran sebagai sumber Pokok. Khusus dalam
masalah pewarisan Al'-Quran telah memberikan pedoman yang

sangat terperinci.




16

Ayat-ayat yang mengatur kewarisan hampir semuanya terdapat dalam
Surah An-Nissa dan sebagian di surah lainnya. Dari ayat-ayat yang
menyangkut masalah kewarisan tersebut dapat diklasifikasikan dalam
dua kelompok yaitu :
1. Ayat Kewarisan Inti
2. Ayat Kewarisan Pembantu’
Kelompok ayat kewarisan inti yaitu ayat-ayat yang [langsung
menjelaskan masalah kewarisan yaitu surat:
a. Surat An-Nissa ayat 7
Tentang persamaan hak mendapatkan warisan baik itu laki-laki
maupun perempuan.
b. Surat An-Nissa ayat 11 dan 12
Tentang detail bagian setiap ahli waris serfa penekanan
pelunasan utang pewaris dan wasiat terlebih aahulu
c. Surat An-Nissa ayat 33 |
- Tentang ahli waris pengganti
d. Surat An-Nissa ayat 176
Tentang kemungkinan lain yaitu jika pewaris tidak mempunyai

anak dan mawali atau yang disebut dengan KALALAH.

7 Abdul Ghofur Anshori, SH. MH. Op cit




17

2. Sunnah Rasul

Sunah Rasul adalah suatu perilaku tauladan dari Rasulullah dalam

suatu perbuatan dan pendapat yang dianggap suaiu kaedah dalam

suatu kepentingan hukum Islam. Sunah Rasul dianggab suatu sumber
legalisasi kedua setelah Al Qur'an memiliki fungsi

a. Sebagai penafsir dalam memberi petunjuk konkrit terhadap Al
Quran

b. Sebagai sumber dalam membentuk hukum sendiri seperti
misainya dalan hal Wala'

c. Sebagai penguat terhadap Hukum kewarisan di dalam Al Quran
seperti dalam hadist yang diriwatkan oleh Lima Muhaddisin selain
Muslim dan dari Ibnu Mas’us tentang bagian anak perempuan
sebanyak separuh dalam kasus “seseorang hanya seorang diri
tanpa ada saudara laki-laki".

Hadist ini sebagai penguat Al Quran suraf An-Nissa 11

- Adapun Sunnah Rasul yang merupakan pesan bagi umatnya agar |

untuk mempelajari masalan kewarisan, seperti sabdanya yang
diriwayatkan oleh Ahmad lbnu Hamba
“Palajarilah Al-Qur'an danajarkanlah kepada orang banyak,
karena aku édalah manusia yang pada suatu ketika mati dan

iimupun akan hilang hamper-hampir dua ornag bersengkefa
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dalam faraidl dan masalahnya, maka tidak menjumpai orang

yang memberi tahu bagaimana penyefesainnya.”

3.ljtihad

Al-Quran dan Hadist adalah sumber hukum dan pedoman yang
dipandang sangat lengkap dalam masalah'kewarisan, namun dengan
perubahab zaman yang terus berkembang dari waktu kewaktu, karena
itu sangat dibutuhkan penanganan-penanganan dalam menghadapi
persoalan-persoalan baru yang terus berkembang dari wakiu ke
waktu. Umat Islam dituntut untuk membéreskan segala persocaian dan
tidak diperkenankan melalaikan suatu persoalan tanpa ada putusan
vang adil dengan daiih tidak ada dasar hukumnya yang terdapat dalam
Al Quran dan Hadist.

Oleh karena itu para Mujtahij dituntut untuk segera membuat
peraturan-peraturan (ljtihad) unfuk membendung segala permasalahan

yang telah timbul dan akan timbul dikemudian hari.

D. Perubahan sistem Kewarisan daflam Al-Qur’an.
Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur jelas
dalam AlFQuran dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa

masalah kewarisan cukup penting dalam Islam. Apalagi Islam pada
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awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem
kewarisan yang berlaku pada masa Arab Jahiliyah. Sedikitnya ada
empat macam perubahan sistem kewarisan dalam Al-Qur'an yaitu:

a. Islam memdudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris
serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan diluar Isiam orang
tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak
berketurunan.

b. lIslam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimum
dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli
waris

c. Suami isteri saling mewarisi, suatu hal yang paling bertolak
beiakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan isteri
sebagai salah satu harta warisan.

d. Adanya perincian bagian tertentu dalam keadaan tertentu, yang
berfungsi untuk menutup kemungkinan sengketa diantara ahli

waris.

E. Asas-asas Hukum Waris Islam
Asas Hukum waris Islam pada dasarnya adalah sesuatu yang menjadi
dasar atau landasan bagi dilakukannya suatu pembagian waris.

Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat




20

hukum kewarisan didalam Al-Quran dan Hadist Nabi serta ljtihaj para
Mujtahij.

Asas-asas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asas libari.
Secara ltimologis kata “ljbari* mengandung arti paksaan (compulsory),
yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum
waris berarti terjadinya peralihan harta seseocrang vang telah
meningggal dunia kepada orang masih hidup dengan sendirinya,
maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pemyataan kehendak
dari si pewaris, bahkan si pewaris semasa hidupnya tidak dapat
menolak atau meng‘halang-halangi terjadi pera!ihén tersebut. Dengan
perkataan lain, dengan terjadinya kematian si pewaris secara otomatis
hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahii
warisnya suka atau tidak suka.
Asas ljbari dapat dilihat dari beberapa segi:

(a) Dari segi peraiihan harta.

(b) Dari segi jumiah harta.

(c) Dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan asas ljbari ini dapat diketemukan antara lain didalam Al-

Quran surat An-Nissa ayat 7:
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Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harfa peninggalan ibu-
bapaknya dan kerabafnya, dan bagi wanita ada hak bagian

pula dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya,

baik sedikit ataupun banyak menutut bagian yang itelah
ditetapkan.
Ketentuan ayat ini berkaitan erat dengan asas ljbari bahwasanya
yaitu apabila seorang meninggal dunia harta benda milikhya yang ia
tinggalkan hendakliah dibagikan kepada ahli warisnya baik anak laki-
laki maupun anak perempuan baik yang meninggal bapak maupun

ibu®

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas Bilateral dalam konteks hukum waris
Islam adalah bahwa secrang menerima hak warisan dari kedua belah
pihak garis kekerabatan yaitu pihak baik bapak maupun ibu. Asas

Bilateral dapat kita lihat dalam Al-Qura’an surat An-Nissa ayat 7, 11,

® Prof.DR. Hamkah, Tafsir Al-Azhar (juzu'4) Pustaka Panji. Jakarta 1983
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12, dan 176. Yang paling tegas menyatakan adalah Al-Quran Surat
An-Nissa ayat 7 menyatakan dengan tegas bahwa seorang (aki-laki
maupun perempuan akan medapatkan warisan dari kedua orang
tuanya baik dari bu maupun bapaknya serta kerabatnya.

Dari bunyi ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah
anti kepada masyarkat yang unilateral yaitu masyrakat yang berclan-
clan manurut sistem kekeluargaan secara matrilineal maupun

patrilineal®

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu)
berhak atas bagian-bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli
waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris
dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan dan ahii waris yang
lainnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali d_engan bagian yang
diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris
bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.
Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentua Al-Qur'an
Surat An-Nissa ayat 7 yang mengemukan bahwa bagian masing

masing ahli waris (secara Individual) telah ditentukan. Harafn baginya

® Prof. DR. Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral menurit Al-Qur'an. Tintamas. Jakarta 1967.

Cet iV
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orang yang mengambil harta warisan yang bukan haknya sebab

pembagian harta warisan itu adalah kehendak Allah dan tidak

diperkenan orang mengubahnya'®

4  Asas Keadilan Benmbang

Asas Keadilan Berimbang maksudnya adaiah keseimbangan antara
hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan
keperiuan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin
tidaklah menentukan dalam hal ‘hak kewarisan, (kebalikan dari asas
keseimbangan ini dapat dijumpai dalam masyarakat sistem
kekerabatan Patrilineal  dan Matrilineal dalam masyarakat hukum

adat)

5. Asas Kewarisan Semata terjadi Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam berpegang teguh bahwa peralihan hak
pewarisan semata-mata dikarenakan adanya peristiwa kematian.
Harta seseorang tidak dapat beralih sewakiu pewaris masih hidup
dikarenakan pewarisan, jikaiau hal ini terjadi hal ini tidaklah dikatakan

pewarisan tetapi lebih tepat dikatakan Hibah dan hibah ini biasanya

19 prof.DR. Hamkah. Op.Cit.
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terjadi semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih

hidup.

F. Rukun Waris Islam
Dalam hukum waris berlaku ketentuan mengenai rukun yang harus

dipenuhi dalam pembagian warisan rukun tersebut meliputi:

1. Adanya pewaris yang meningal dunia

Hartal warisan dapat dibagi sefelah pewaris dinyatakan meninggal
dunia baik secara fisik maupun secara hukum, tidak mungkin dibagi
harta warisan sebelum adanya peristiwa kematian baik itu diketahui
secara pasti atau putusan hakim orang hilang vang tidak diketahui
keberadaannya apakah ia sekarang ini sudah mati apakah masih
hidup. Jadi apabila hakim telah menetapkan bahwa orang yang hilang
tersebut telah meniggal dunia berdasarkan petunjuk yang ada barulah
harta warisan (tirkah) dapat dibagi. Jadi syarat dari pembagian waris
itu adalah pewaris secara pasti telah meninggal dunia atau atas

putusan hakim.
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2. Adanya Mewaris

Mewaris adalah ahli waris 'yaitu orang yang menurut hukum berhak
mendapat harta warisan karena Nasab, hubungan perkawinan, Walak,

dan Jihatul Islam. Hukum waris juga menetapkan adanya mewaris

yang memenuhi syarat atas harta warisan. Mereka adalah ayah, ibu

suami, isteri, anak laki-laki ataupun perempuan.

3. Adanya harta peninggalan atau pusaka (firkah)
Harta peninggalan atau harta pusaka dalam bahasa Arab disebut
“Tirkah atau Tarikah” yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal dunia baik yang berbentuk benda maupun yang berbentuk
hak-hak kebendaan dan yang bersifat bukan hak-hak kebendaan.'!
Melihat defenisi harta peninggalan diatas maka dapat disimpulkan
bahwa harta peninggalan terdiri dari:
a. Berbentuk Benda.
Maksudnya adalah masuk kategori benda bergerak, bendak tidak
bergerak dan piutang-pivtang.
b. Hak-hak Kebendaan.
Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan yaitu sumber

air minum, irigasi pertanian, dan perkebunan.

" Muhamad Ali As-Shabuni. Hukum Waris Islam dalam Syariat. GV.Diponegoro 1988

MR TR
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¢. Hak-hak yang bukan kebendaan.

Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan

ini seperti hak ikhyiar, hak syufah (hak beli yang diutamakan bagi

salah satu anggota sarikat atau hak tetanggga atas tanah

perkarangan dan lain-lain).

Sebelum harta peninggalan atau pusaka dibagikan kepada ahli

waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang

berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri dari

Zakat atas harta peninggalan

Zakat harta peninggalan adalah zakat yang semestinya harus
dibayar oleh si mayat pada saat si mayat belum meninggal,
tetapi pembayaran zakat itu belum dapat direalisasikan karena
keburu meninggal dunia, maka zakat ini tersebut harus
dibayar terlebih dahulu yang diambil dari harta peninggaian
atau pusaka.

Biaya pemeliharaan mayat

Artinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk
menyelenggarakan jenasah misalnya seperti kain kafan dan

upacara penguburan.

iii. Hutang-hutang
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Pada saat hidupnya dahulu mungkin si pewaris pemnah
mengadakan pérjanjian hutang dan pada saat matinya hutang
tersebut belum seluruhnya lunas atau masih dalam tagihan
kriditur, maka dari tirkah tersebutlah yang harus meiunasi.
iv. Wasiat
Yang dimaksud wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk
kepentingan ahli waris dan jumlah waéiat itu tidak boleh febih
dari sepertiga dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.
Pernyataan diatas sejalan dengan Hadist yang diriwayatkan
Muslim yang artinya sebagai berikut :
“(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu
sesunggquhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu
dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan
mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang

fain”

Dari uraian diatas barulah harta tersebut berbentuk harta warisan
murni dan harta warisan inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris,
dan untuk lebih memperjelas pengertian harta peninggalan dan harta

warisan dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan dalam Buku Il
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tentang kewarisan pada Bab | tentang ketentuan Umum pasal 171

point d dan point e yaitu sebagai berikut. |

-pointd
Harta peninggalan adalah adalah harta yang ditinggalkan oleh
pewéris yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun
hak-haknya.

-point e
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit
sampai meninggalnya, dari biaya pengurus jenasah (fahjis),
pembayaran utang dan pemberian kerabat atau yang disebut
wasiat.

Pengertian lebih lanjut tentang harta bawaan dan harta bersama pada

point e dapat dijelaskan pada Buku | tentang Perkawinan Bab XIii

pasal 87 ayat (1) dan pasal 91.

G. Sebab-sebab Mewaris.
Hukum waris Islam telah mengatur sebab-sebab seorang mendapat
warisan atau menjadi ahli waris. Adapun sebab-sebab seseorang

mendapat harta warisan itu adalah sebagai berikut;
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1. Karena Hubungan Nasab'
Hubungan Nasab atau hubungan kekerabatan adalah adanya
hubungan darah dengan si pewaris baik itu hubungan darah seca'ra-
horizontal seperti kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu dan
seterusnya ataupun vertical (hawasyi) seperti saudara, paman, bibi, |

dan seterusnya.'?

2. Karena Hubungan Perkawinan

Seorang mendapat harta warisan atau menjadi ahli waris
disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si pewaris

dengan dengan orang tersebut ( suami atau isteri)

12 Anak Zinah yaitu anak yang lahir karena hubungan laki-laki dan perempuan dituar
media akad nikah {zinah biasa) atau zinah yang dilakukan antara laki-laki atau
perempuan yang sudah menikah (zinah Muhson) yang dilakukan secara sengaja
maka anak tersebut hanya mewarisi dari kekerabatan ibunya saja tidak dengan
ayahnya.

Anak Subhat adalah anak hasil hubungan akibat kelalain dari pelaku yang sudah
terikat perkawianan yang mengira istri atau suaminya yang digauli padahal bukan
(Subhat Perbuatan), sedangkan apabila orang yang melakukan perbuatan
hubungan kelamin melalui akad nikah tetapi ternyata pasangannya itu termasuk
bukan orang yang tidak sah dinikahi. Pengaruh dalam penerimaan warisannya
adalah hanya mendapat warisan dari laki-iaki yang membuahi perempuan itu.
Anak Angkat dalam Islam secara tegas tidak menerima warisan, ia hanya
menerima warisan dari orang tuanya yang sah atau kerabatnya (QS AL-Ahzasb
ayat 4 & 5,), tetapi oleh UUnomor 7 tahun 1989 anak angkat mewarisi melaluli
wasiat wajibah yang jumiahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.
Peraturan ini sebagai perombakan dari tradisi Hukum Arab Jahiliyah dan dapat
dibandingkan dengan hukum adat Jawa(khususnya Purworejo) dimana anak
angkat mendapat warisan harta Gono-gini.

Anak tiri hanya mewarisi dari orang yang telah melahirkannya saja yaitu ibunya
saja.
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3. Karena Walak

Hubungan walak adalah hubungan antara budak dengan orang
yang memerdekannya, apabila budak yang telah dimerdekannya
meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris serta kerabat
seorang pun yang dapat menghabiskan seluruh harta warisannya,
maka otomatis seluruh harta warisan tersebut mengalir keorang
yang memerdekakannya. |

Dalam hukum Islam kedudukan crang yang memerdekakan budak

sangat istimewa antara lain:

a. Mendapat harta warisan seluruhnya apabila bekas budak
tersebut tidak meningggalkan kerabat

b. Jlka ia akan menikahi budak tersebut, apabila ia laki-laki ia
tidak periu membayar mahar,lkarena pembebasan tersebut
sudah dianggab mahar.

c. Jika bekas budak tersebut akan menikah maka ia dapat
menjadi wali nasab bagi budak yang akan melangsungkan
pernikahan itu.

4. Jihatul Islam (Baitul Mal)
Jika pewaris meninggal dunia namun tidak meninggaikan kerabat
seseorangpun maka tirkahnya jatuh ke Baitul Mal (perbendaharan

Negara dalam konteks negara Islam).
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H. Penghalang Warisan.

Dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

penghalang untuk mendapat warisan terdiri dari :

1. Membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pada
pewaris.

2. Menfitnah pewaris telah melakukan kejahatan berat yang
ancamannya minimal hukuman 5 tahun peniara.

Dalam hukum Islam yang berlaku umum penghalang warisan dapat di

bedakan menjadi :

1. Mamnu atau Mahrum
Yaitu orang yang berhak tetapi‘ kepadanya tergapat penghalangr
sehingga ia tidak mendapat harta peninggalan. Penghalangnya
adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum lslam.
Ada tiga penghalang pusaka yang disepakati para ulama yaitu:
a) Pembunuh.
Yaitu orang yang membunuh pewaris, maka ia tidak dapat
menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya.
Dijelaskan hadis riwayat An Nas'i.
Tidak berhak sipembunuh  pembunuh  mendapat

sesuatupun dari harta warisan.
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b) Perbedaan Agama.

lalah adanya perbedaan agama antara pewaris maupun ahli
waris. Dalam hal ini sama saja apakah pewaris bukan agama
Islam maupun ahli waris bukan beragama islam. Oleh sebab
itu tidak ada pusaka buat ahli waris.
Hadist Riwayat Jama’'ah menyatakan:
Orang Islam tidak mewarisi orang kafir begitu juga orang
kafir tidak mewarisi orang Isfam.
Murtad
Murtad adalah orang yang meninggalkan agamanya dan
beralih ke Kafir dengan kemauan sendiri. Ahli waris demikian
tidak akan pernah mewatrisi
Hadist Nabi bersabda dari Abi Darbah:
Beliau berkata kepada, saya felah diutus oleh Rasulullah
SAW kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan isteri
bapaknya, maka Rasulullah menyuruh saya saya untuk
memenggal lehernya dan membagi-bagi hartanya sebagai

harta rampasan. Sedangkan ia adalah murtad
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2. Mahjub

Mahjub adalah orang yang memenuhi syarat dan memiliki sebab
untuk menerima warisan, akan tetapi oleh karena ada ahli waris
lain yang menghalanginya yang lebih dekat dengan pewatis.
Hijab adalah penghalang bagi orang menerima warisan yang
terdiri dari;
a). Hijab Nugshon.
lalah penghalang yang mengurangi bagian ahii waris, karena
ada ahli waris kain yang bersama-sama dengan dia sehingga
bagian dia berkurang
Contoh : Isteri dapat % karena tidak ada anak atau cucu, hamun,
dapat 1/8 karena ada anak atau cucu
b). Hijab Hirman
lalah pengahalang yang mencegah ahli waris untuk
memperoleh warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat
hubungan darahnya atau hubungan kekeluargaannya dengan
si pewaris.
Contoh: cucu mendapat bagian tetapi hilanglah bagiannya karena
masih ada anak yang masih hidup, demikianiah kakek
terhalang oleh bapak, nenek terhalang oleh ibu,cucu laki-

laki terhalang oleh anak laki-laki , saudara kandung
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terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak

demikianlah seterusnya.

DAFTAR HIJAB
No HIJAB PENGHIJAB
T [Kakek Ayah '
2 |[Nenek Ibu
3 | Cucu dan seterusnya kebawah Anak laki-laki
4 | Saudara laki-laki kandung 1. Ayah.
2. Anak laki-laki.
3. Cucu laki-laki ({dar
anak laki-laki}
5 | Saudara perempuan kandung 1. Ayah
2. Anak laki-laki
3. Cucu laki-laki (dari{
anak laki-laki)
6 | Saudara laki-laki seayah 1. Ayah
2. Anak laki-laki.

Cucu laki-laki (dari
dari anak laki-aki}

3. Saudara laki-laki/
Perempuan seayah
dan seibu
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Saudara Perempuan seayah

1. Ayah.
2. Anak laki-laki.
. Cucu laki-laki (dari

anak laki-laki)
Saudara laki-laki [/

Perempuan kandung |

Saudara Laki-laki seibu

1. Ayah

Anak laki-laki

Cucu laki-laki (dari
anak laki-laki)

Anak perempuan
Anak perempuan
dari anak laki-laki.

Anak laki-laki dari saudara laki-aki
kandung

-—

. Ayah

Anak laki-faki

3. Cucu laki-laki {dari
anak laki-laki)

4. Kakek

5. Saudara laki-laki

kandung
Saudara laki-laki
Seayah.

Saudara
perempuan kandung

. Saudara perempuan

seayah

10

Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

—

. Terhijab oleh 8




36

macam orang
tersebut diatas
2. Anak laki-laki dari
saudara laki-laki
kandung
11 | Paman (saudara laki-laki ayah) yang seibu |1. Terhijab oleh pont 10
seayah dengan ayah diatas.
2. Anak laki-laki dari
saudar taki-laki
seayah

I. Golongan Ahli Waris dan bagiannya.

Keistimewaan ketentuan ahli waris dalam hukum waris Islam ialah
bagian untuk ahli waris sering tidak tetap, berubah-qbah menurut
keadaan ahli waris™

a. Golongan Dzawil Furudl

Golongan dzawil furudl adalah golongan ahli waris yang
mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kelompok ahli
waris ini sudah ditetapkan dengan jelas dalam Al Quran (QS An-
Nissa 7, 11, 12, 33, dan 176)

Mereka dapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu dalam Al

Qur'an adalah;

'3 H. Ahmad Azhar Basyir, MA. Op.cit
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a. Anak perempuan.

% harta warisan apabila hanya seorang tidak ada saudara

laki-laki vang menariknya sebagai Ashobah. |

2/3 harta warisan apabila dua orang saudar atau lebih dan

tidak ada anak laki-laki yang menariknya sebagai Ashobah.

Tertarik ashobah karena ada anak laki-laki yang menariknya.

. 1bu.

1/6 harta warisan apabila ada anak, cucu dari anak laki-laki
atau lebih dari secrang saudara.

1/3 harta warisan apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-
laki atau lebih dari seorang saudara atau setelah diambil
bagian suami atau isteri apabila bersamla—sama dengan ayah

dan suami atau isteri.

. Bapak.

1/6 apabila ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Ashobah bila tidak ada anak dan cucu.

. Suami (duda)

% apa bila ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki.

% apa bila tidak ada anak maupun cucu seperti diatas.
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Isteri (janda)

1/8 apabita ada anak termasuk cucu (dari anak Iaké-laki) dan
seterusnya kebawah dari garis laki-laki. |

4 apabila tidak ada anak atau cucu seperti tersebut diatas.
Cucu perempuan dari anak laki-faki

%, apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang
menariknya menjadi ashabah.

2/3 apabila d(za orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada
yang menariknya menjadi ashabah.

1/6 untuk seorang atau lebih, apabila bersama-sama dengan
seorang anak perempuan.

Saudara perempuan kandung

% apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu ( dari anak
laki-laki ) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi
ashabah.

2/3 untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu
(dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya
menjadi ashabah.

Ashobah karena adanya saudara laki-laki kandung dan kakek

yang menariknya.




39

h. Saudara perempuan seayah

1% apabila hanya seorang, tidak ada ayah, cucu atau saudara
kandung serta tidak ada yang menariknya sebagai ashobah.
2/3 apabila tidak ada ayah, anak, cucu, saudara kandung atau
tidak ada yang menariknya sebagai ashobah. |
Ashobah oleh saudara faki-laki seayah étau kakek (ketentuan
bagian yang menariknya adalah 2kali lebih besar darinya)

1/6 apabila ada saudara perempuan kandung untuk
menyempurnakan 2/3.

Saudara laki-flaki dan perempuan seibu.

1/6 apabila hanya seorang tidak ada a&ah, kakek anak atau
cucu dari anak [aki-laki.

1/3 apabila ada saudara seibu satu atau lebih apabila tidak
ada, ayah, kakek, anak, cucu dari anak laki-laki .

Kakek (bapak ayah)

Ketentuan bagian kakek sama seperti ketentuan ayah apabila

ayah tidak ada.

. Nenek.

Nenek terdiri dari dua galongan yaitu nenek dari garis ibu dan
nenek dari garis Ayah.

1/6 apabila seorang atau lebih dari dua golongan tersebut
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2. Golongan Ashobah

Golongan ahli waris ashobah ialah golongan ahli waris yang tidak
ditentukan bagiannya, kadang kala dapat bagian sisa kalau ada ahli
waris dzawit furudl, kadang kala tidak menerima sama sekali jika
tidak ada harta tidak tersisa, tetapi dapat juga menerima harta |
warisan seluruhnya jikalau tidak ada ahli waris dz;awil furudl.
Ada dua macam golongan ashobah yaitu :
a. Ashobah bin nafsih
Yaitu kelompok ashobah dengan tanpa dilarik oleh waris ashobah
yang lain atau tidak bersama-sama dengan ahii waris lain sudah
menjadi ashobah
Seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara
sekandung dan seayah, serfa paman.
b. Ashobah bil-ghairi
Yaitu seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris ashobah harus
ditarik oleh ahli waris ashobah yang lain.
Seperti; anak perempuan ditarik oleh menjadi ashobah oleh anak
laki-laki, cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau

seayah.




41

3. Golongan Dzawil Arham

Golongan ahli waris dzawil arham adalah golongan orang-orang
yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewatis
sebagai leluhur yvang menurunkanya. Dalam patrilinialisme
merupakan golongan ketiga. Pengertian ini khusus dikenakan‘
pada hubungan darah pada garis wanita safa, sebagai kebalikén
dari pengertian ashobah yang khusus dihubungkan dengan garis
laki-laki.
Ada tiga Mahzab yang mengemukakan masalah dzawil arhan ini
yaitu :

1. Mahzab ahlirrahim yang menyatakan bahwa dzawil arham

yang ada baik yar.g dekat maupun yang jauh hubungannya

dengan pewaris tanpa dibedakan laki-laki atau perempuan

2. Mahzab Ahlittanzil yaitu berpendapat bahwa dzawil arham
harus diberikan kedudukan seperti dzawil furudi dan
ashobah

3. Mahzab Ahililgarobah yang "memperhatikan jauh dekat
hubungan pewaris, kemudian memperhatikan  kuat
leamhnya, digiyaskan kepada jenjang urutan waris
ashobah yang ditentukan adalah laki-laki yang terdekat

dengan pewaris.
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Mahzab ini membagi dzawil arham keda!ah 4 golongan:

a. Golongan kerabat yang bernasab dengan pewaris.

b. Golongan kerabat yang menjadi sandaran nasab pewaris.

c. Golongan kerabat yang bernasab kepada kedua orang tua
pewaris.

d. Golongan kerabat yang bernasab kédua kakek nenek

pewaris.

4. Golongan Penerima Wasiat

Yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari
pewaris kepada orang lain atau lembaa yang akan belaku setelah
kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah
pewaris meninggal dunia.

Dalam pengertian yang luas ialah suatu pernyataan seseorang
(pewasiat), baik yang dilakukan secara lisan atau dihadapan dua
orang saksi atau secar tertulis dihadapan dua orang saksi,
maupun dihadapan Notaris, tentang apa yang dikehendaki
pewasiat meninggal dunia. Pewasiat berumer sekurang-
kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya

paksaan.
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Untuk anak angkat atau orang tua angkat wang tidak menerima
wasiat maka keduanya akan mendapat wasiat wajibah sebesar

1/3 harta warisan .

J. Tinjauan Umum PERADILAN AGAMA.
1. Tujuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 198§ tentang Peradilan
Agama.
Tujuan kelahiran Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tidak semata-
mata dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum, akan
tetapi ada lagi tujuan tujuan yang lebih jauh yang dapat diamati dalam
rumusan konsideran praturan yang dimaksud, dengan mengamati
sejarah perjalanan panjang Peradilan Agama dalam rangka penegakan
hukum Islam di indonesia.
Adapuh tujuan lebih jauh tersebut adalah:
1. Mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai
Kekuasaan Kehakiman.
Dalam rumusan konsideran huruf ¢ dirumuskan bahwa “salah satu
upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan
kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama,” sebagai

mana yang dimaksud dalam Undarig-Undang Nomor 14 Tahun 1970
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tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (jo UU no 35 Tahun

1999) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

. Menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama.

Dalam konsideran huruf d disebutkan "Perlu segera diakhiri demi
terciptanya kesatuan hukum yang mengétur Pe_radilan Agama dalam
rangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasita dan
UUD 1845." Hal ini disebabkan karena selama ini pengaturan
tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam
lingkungan Perdilan Agama masih beraneka ragam, seperti
Peradilan Agama di Jawa dan Nadura ( Stb Tahiun 1882 No 152, Stb
1937 No 116 dan 610), Praturan tentang Kerapatan Qodi dan
Kerapatan Qodi Besar untuk Residen Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Stb 1937 No 638 dan 639), serta Peraturan
Pemerintah No 54 Tahuni1957 tentang Pembentukan Peradilan

Agama/Mahkamah Syariah diluar pulau Jawa dan Madura.

. Memurnikan Fungsi Peradilan Agama.
Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil
dan legalistik Peradilan Agama diberikan kekuasaan melaksanakan

Kekuasaan Kehakiman, tetapi secara realistik, semu, lumpuh dan
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pincang karena setiap putusan yang akan di eksekusi harus
m%:mintakan pengukuhan terlebih dahulu (Executorial verkiasing) dari
Péngadi[an Negeri setempat. Pengadilan Agama tidak punya
wéwenang dalam mengeksekusi putusannya sendiri atas alasan dia

tidak mempunyai perangkat juru sita.

2. Sejarah Berlakunya Peradilan Agama.

Peraéiilan Agama sebenarnya sudah ada sejak satu abad yang laiu yang
kebe;’adaan dasar hukumnya sangatlah sederhana yang disepakati
untuI; pertama kali mulai tahun 1882 yaitu ditetapkannya peraturan oleh
pemérintah Hindia Belanda tentang Peradilan Agama yaitu S.1882 no
152. ﬁDaIam peraturan tersebut ruang lingkup Peradilan Agama hanya
sebaias Jawa dan Madura. Kemudian setelah itu masih dalam
pemeritahan Kolonial Hindia Belanda ditetapkan $.1937 no 638, 639

yang? mengatur “‘kerapatan Qodii” dan kerapatan Qodli besar untuk

' sebaéian daerah Kalimantan Selatan.

Padé Zaman Orde Baru di hasilkan Undang-Undang nomor 14 tahun
1QTOj tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
Impl?mentasinya dengan lahirya peraturan ini Peradilan agama benar-
benér berada seiring dengan pengadilan lainnya yaitu Peradilan Umum,

Perafdiian Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan
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Agama. Meskipun demikian Kompetensi Peradilan Agama di tiap
daerah masih sering terfjadi perbedaan. Peradilan Agama di Jawa dan
Madura tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus Kewarigan dan
putusan kewarisan masih dipegang oleh Pengadilan Negeri.

Baru pada tahun 1989 ditetapkan Undang-Undang Peradilan Agama
yang tatanan Kompetensinya sangét jelas diména setiap daerah

mempunyai kuasa yang sama

3. Landasan Konsitusional Peradilan Agama

Setiap peraturan yang akan di undangkan pasti mempunyai landasan
hukumnya atau setidak tidaknya mengisi suatu praturan perundang-
undangan yang telah ada serta tidak bertentangan dengan peraturan
yang berada diatasnya pasti juga tidak bertentangan dengan norma
yang hidup ditengah masyrakat. Tetapi kenyataannya pada saat
peraturan ini di godok bukannya tidak ada hambatan—hambafan dengan
dihembuskanya isu-isu yang dikaitkanya dengan sindiran Neo Piagam
Jakarta. Hingga Menteri agama pada waktu iftu menyatakan bahwa
Peradifan Agama itu adalah sebuah lembaga peradilan yang terdapat di
sebuah Negara Panca sila, bukan dinegara Islam™ Artinya keberadaan

Peradilan Agama jangan dikait-kaitkan dengan isu pendiskriminasian

* Munawir Sadzali.Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum
indonesia (Peradilan Agama dan Kompifasi Hukum istam) Ull Pres. Yogyakarta 1993
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suatu agama, sebab berdiri Peradilan Agama berdasarkan Undang-
Undang nomor 7 tahun 1989 bukznnya tanpa Landasan Konstitusi
Menurut pendapat Piof. DR. M.Mahfud MD, SH ada tiga landasan
Konsitusi dari Peradilan Agama yang tanpa harus mengaitkan isu
Piagam Jakarta yaitu Pancasila dan Dekrit Presiden 5 Juli 19591°

Berikut Landasan konstitusi tersebut:

Pancasila

Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber
konstitusi berlakunya Peradilan Agama. Menurut pendapat Prof.
Hazairin mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara maka
hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh legaiitas
konstitusional untuk berlakunya sekaligus meruntuhkan teori Receptie
yang dahulu dipakai sebagai dasar kebijakan pemerintah Hindia
Belanda. Menurut pandangan ini bukan hanya Peradilan Agama islam
saja yang dapat dilembagakan namun agama-agama lainpun dapat
dilembagakan, tetapi perlu di ingat untuk pelembagaan suatu jenis
peradilan dituntut syarat Materiil dan Formiif yang kuat untuk sementara

ini hanya Islam memiliki kedua syarat mutlak tersebut.

15 prof. DR Mohammad Mahfud MD, SH Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalan
tata hukum Indonesia (Peluang Konstitusi Bagi Peradilan Agama) Uil Pres. Yogyakarta 1993
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Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam dekrit tersebut yang memberiakukan kembali Undang-Undang
Dasar 1945 menyebabkan sila pertama Pancasila mendapat tambahan
” .kewajiban menjalankan syariat fslam bagi  pemeluk-
pemeluknya...” Atas landasan ini berlakulah hukum l_slam bagi pemeluk-
pemeluknya.

Tetapi upaya Piagam Jakarta tersebut selulu mendapat tantangan.
Kontroversi inti pada akhimya terjawab dengan keluarnya Inpres Nomor
12 tahun 1968 tentang kembalinya Pancasila yang dipakai dalam
pembukaan UUD 1945. Ada atau tidak ada Piagam Jakarta Perac_iilan
Agama tetap ada peluang untuk berdiri yaitu UUD 1945.

Dengan demikian jika melihat dari sejarah temyata Peradilan Agama di
negara Pancasila ini pertama kali mendapat legalitas dari Aturan
Peralihan pasal il Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian
dikuatkan oleh praturan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951
dimana dalam peraturan tersebut menghapuskan semua'peradilan-
peradilan adat kecuali Peradilan Agama (pasal 1 ayat 2) diterus dengan

Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 dan Undang-Undang nomor 14

tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang

menjatakan secara tegas bahwa menyebutkan ada empat lingkungan

peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer,
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Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. Jadi lahimya
Peradilan Agama sebenamya tidak ada kaitanya dengan Piagamn

Jakarta. sama sekali.

4. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat menyatakan bahwa Hukum
Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan Undang-undang Darurat menurut peraturan-
praturan Republik indonesia dahulu yang ada dan berlaku untuk
Pengadilan Negari dalam Daerah Indonesia dahulu .
Sedangkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
menyatakan “ Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkunan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan Peradialan Umum, kecuali yang
diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini."Maka sumber hukum
yang berlaku di Peradila Acara adalah:

1. Het Herziene Indonesiech Reglement ( HIR atau Reglement
Indonesia yang diperbaharui: St 1848 no 16. Stb 1941 no 44) untuk
daerah Jawa dan Madura.

2. Rechtreglement Buitengewesten (RBg. Atau Reglement daerah

seberang: Stb 1927 no 227) unfuk luar Jawa dan Madura.
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3. Reglement op de Burgelijk Rechtvordering (RV Reglement Hukum
Acara Perdata untuk Golongan Eropa: Stb 1847 no 52, 1849 n0 63)

4. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang nomor 35
Tahun 1999 fentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan |

Kehakiman yang juga memuat juga beberapa ketentuan tentang

Hukum Acara Perdata.

5. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Yurisprudensi.

5. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama.

1. Asas Personalitas Keislaman.
Yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan
Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk
agama islam (pasal 2 penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan
pasal 49 ayat 2). Tapi penafsiran hakim dapat saja lebih luas seperti
dalam hal sengketa kepemilikan harta warisan yang di kuasai oleh
orang non muslim, tetapi harta warisan tersebut berasal dan orang

muslim, maka orang non muslim tersebut dapat saja di gugat di

i e b=

e
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Peradilan Agama.'® Asas ini adalah merupakan titik sentral Peradilan

Agama di Indonesia

. Asas Kebebasan

Asas kebebasan kehakiman adalah asas paling sentral dalam
kehidupan peradilan. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh campur
tangan pihak ketiga. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara,
bebas dari campur tangan kekuasaan fainnya (pasal 1 UU No 14

Tahun 1970).

. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini dikenal dengan asas Nemoyudex sine Akiore yang artinya
kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim.
Inisiatif bukan dari hakim, ada atau tidak ada suatu perkara tapi datang
dari pihak yang berperkara. Konsekwensinya hakim tidak boleh
menolak suatu perkara yang diajukannya dengan alasan hukumnya
tidak ada atau kurang jelas (pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970),
dan hakim mengadili berdasarkan hukum (pasal 5 ayat 1 No. 14 Tahun

1970).

. Hakim Pasif

Pada perkara perdata hakim bersifat pasif artinya luas pokok

sengketa ditentukan oleh mereka yang berperkara, hakim hanya

18 Wawancara dengan Hakim Pengaditan Agama Sleman Drs Saifuddin Jumat tanggal 24-10-

2003
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membantu mencari keadilan untuk mencapai keadilan (pasal 5 UU No.
14 Tahun 1970). Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-praturan
yang ditetapkan oleh Undang-undang dapat diterapkan dengan benar
oleh pihak-pihak yang berperkara.

. Terbukanya Persidangan.

Persidangan terbuka untuk umum yang tujuannya adalah untuk
menjamin perlindungan hak asasi manusia, obyekfifitas, pemeriksaan
yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil (pasal 17 dan 18
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1870).

Penetapan dan Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 60 UU
No 14 Tahun 1970).

. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam persidangan hakim ada diengah-tengah kedua pihak yang
berpekara. Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak
membedakan orang. Asas Audi et Alteram Partem yaitu kedua pihak
harus diperlakukan sama, harus didengar keterangannya masing-
masing, hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak
saja, sedangkan pihak lain ftidak diberi kesempatan untuk

mengeluarkan pendapatnya.

. Putusan Disertai Alasan
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Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan
yang dijadikan dasar mengadili (pasal 23 Undang-undang Nomor 14

Tahun 1870, pasal 319 HIR ).

Selanjutnya Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan yang

tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan
untuk kasasi dan harus dibatalkan. Alasan tersebut merupakan
pertanggung jawaban hakim, nilai cbyektif yang telah dilaksanakan
hakim yang mengadili perkara.

8. Beracara Dikenakan Biaya
Bahwa untuk berperkara pada asasnya dikenakan biaya (pasal 4
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 182 HIR). Untuk itu
maka peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan.

9. Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.
Sederhana adalah acara yang jelas mudah dipahami, tidak berbelit-
belit dan sederhana formalitasnya.
Cepat adalah jalanya baik dimuka sidang, penyelesaian acara sampai
putusan hakim.

10. Tidak ada keharusan Mewakilkan.
Para pihak tidak ada keharusan untuk mewakilkan perkaranya di

Pengadilan Agama dengan menguasakan kepada pengacara untuk
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beracara di Pengadilan. Pihak dapat beracara sendiri didepan hakim

Pengadilan Agama apabila dia merasa mampu untuk beracara sendiri.

6. Kedudukan dan KekuaSaan Pengadilan Agama dan Perangkat
Pengadilan Agama
Disahkannya Undang-Undan:g Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama adalah mewujudkan :terciptanya kesatuan hukum yang mengatur
Peradilan Agama dalam r:angka sistem dan tata hukum nasional
berdasarkan Pancasiia dan: Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu
dengan lahimya peraturan tersebut juga mengusung tujuan yaitu
mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai
kekuasaan kehakiman, serta menciptakan kesatuan hukum Peradilan

Agama, memumikan fungsi Peradilan Agama.

a. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakanfsalah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama lslam mengenai perkara
perdata tertentu yang yang d?iatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 dan Kompilasi Hukum Islam.
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b. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan Pengadilan Agama tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 dalam ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadilan

Agama beriugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang ;

a. Perkawinan.
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakuké‘n berdasarkan hukum
Islam.

C. Wakaf dan Sadagah.
Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa : Bidang perkawinan sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau
berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku

ketentuan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan pasal 49 ayat (2)

—

. lzin poligami.

2. izin melangsungkan perawinan bagi orang yang belum usia 21 tahun,
dalam hal orangtua, wali atau keluarga berbeda pendapat.

3. Dispensasi kawin. |

4. Pencegahan perkawinan.

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai pencatat nikah.
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6. Pembatalan perkawinan.

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.

8. Perceraian karena talak.

9. Gugatan cerai.

10. Penyelesaian harta bersama.

11.Mengenai penguasaan anak-anak.

12.1bu dapat memikul biaya pemelinaraan dan pendidikan anak bilamana
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi nya.

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penhidupan oleh suami kepada
bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

16. Penunjukan kekuasaan wali dicabut.

17.Penunjukan orang iain sebagai wali aleh Pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut. |

18. Penunjukan secrang Wa!i dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada
penunjukan wali oleh orang tuanya.

19.Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah
menybabkan kerugian atas harla benda anak yang ada dibawah

kekuasaannya.
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20.Penetapan asal-usul seorang anak.
21.Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran.

22.Pernyatan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjalankan

menurut peraturan lain.

Mengenai Kewarisan sebagai mana dinyatakan dalam ayat (3) vaitu
Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b)
ialah menentukan siapa-siapa ahli waris, penetuan bagian masing-masing
ahli waris dan melaksanakan pembagian harta wéris.

Pada pasal 50 mengenai kekuasaan Pengadialan Agama yang berkaitan
dengan objek yang menjadikan sengketa, disebut bahwa “ dalam hal
terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-
perkara sebagai mana yang dimaksud dengan dalam pasal 49 tersebut,
maka mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus {ebih
dahulu oleh fingkungan Peradilan Umum.

Dalam penjelasan pas;ai 50 dikemukakan, bahwa penyelesain terhadap
objek yangmenjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses

peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang menjadi sengketa.
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c. Fungsi dan kedudukan Perangkat Peradilan Agama dalam
masyarakat

Kedudukan Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilah yang beragama Islam

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dagam Undang-undang

nomor 7 Tahun 1989 yang tertuang dalam pasal 2.

Bagi Peradilan Agama selain kekuaasan pengadilan sebagai tertuang

dalém pasal 49, juga diberikan tugas dan wewenang lain yaitu dapat

memberikan keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum islam

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apa bila diminta oleh

instansi pemerintah tersebut yang tertuang dalam pasal 51 ayat 1.

Untuk memeberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang

hukum islam, tentu dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat

Pengadilan Agama seperti Ketua atau Hakim serta pejabat Kepaniteraan

dan tidak kalah penting para pejabat Kesekretariatan.

Para pejabat Pengadilan Agama tersebut diatas dapatiah dikategorikan

sebagai ULAMA dari tipe pejabat Agama.”’

Hakim di lingkungan Peradilan Agama merupakan ulama dari tipe pejabat

agama, vang telah beralih menjadi Hakim Negara. Kedudukannya beralih

dari  Subordinasi, sebagai penasihat penyelenggara menjadi

7 Drs.MS. H. Cik Hasan Bisri Ulama dan Peradilan Agama. Mimbar Hukum no 26 Tahun Vi
Mei-Juni, Al Hikmah Ditbinbapera Islam.Jakarta hal 85.
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superordinasi, yang merupakan pelaksana kekuasaan negara. la dituntut
untuk menampakan cir-ciri keulamaannya dalam mengaktualisasikan
dirinya sebagai penegak hukum dan keadilan yang hidup dalam
masyarakat. |

Karena hakim Peradilan Agama sebagai ulama dan Pejabat Agama, maka
sangatiah tepat apabila Pengadilan Agama memberikan keterangan,
nasihat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di Instansi
Pemerintahan didaerah hukumnya apabila hal itu dimintakannya.

Tidak dipungkiri dalam kenyataan membuktikan bahwa permasalahan
yang baru dan temuan yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan
dan tekhnologi membawa dampak timbuinya permasalahan-
permasalahan baru pula yang tentu memerlukan jawaban—jawaban baik
ditinjau dari segi hukum pada umumnya maupun dari segi hukum Islam
pada khususnya.

Tuntutan kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia dalam
lingkungan dan jajaran Peraditan Agama haruslah membuktikan perannya
yang ganda, sebagai penegak hukum dan keadilén juga sebagai Ulama

dengan menampakan ciri ke ulamaanya di tengah-iengah masyarakat.
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L. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam
1. Pengertian Kompilasi Hukum islam

Kompilasi Hukum Islam adalah adalah peraturan materiil yaitu dasar

pengambilan keputusan bagi hakim dilingkungan Pengadilan Agama.

Landasan Kompilasi Hukum lIslam adalah Instuksi Presiden nomor 1
tahun1991 yang kemudian ditindak {anjuti oleh Keputusan Menteri Agama
nomor 154 tahun 1991 yaitu Pelaksanaan Instruksi President nomor 1
tahun1991 yang pada akhirnya melahirkan Kompilasi Hukum Islam ini.
Menurut pendapat Prof. H. Zaini Dahlan, MA mengenai pengertian
Kompilasi Hukum Islam yaitu adalah - sekumpulan praturan ketentuan
[slam yang selama ini sudah dipakai dan di{aksénakan di Indonesia, yang

hanya menyangkut masalah hukum perkawinan, waris, dan wakaf.'®

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan Hukum di
Indonesia

Sudah bukan rahasia lagi pada saat befﬁm lahirmnya Kompilasi Hukum

islam bahwa hakim Peradilan Agama yang umurnya lebih dari satu abad

famanya selalu memberikan suatu keputusan yang berbeda-beda dalam

kasus yang sama dengan hakim yang yang berbeda, hal itu dikarenakan

17. Prof.H. Zaini Dahlan, MA. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Isiam dalam lata
Hukum Indonesia (Kondisi Kesadaran Umat Islam kepada Hukum Islam dan Peradilaan
Agama). Ull Pres. Yogyakarta. 1993
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pada waktu itu belum adanya keseragaman pedoman petunjuk materiil
dalam penanganan kasus, sehingga lahiflah keputusan yang tidak
mempunyai kepastian yang tetap, dari sudut teori hukum artinya produk-
produk vonis peradilan agama tidak memberikan kepastian hukum,
namun setelah lahimya Kompilasi Hukum lslam hal itu diharapkan akan
terkikis sedikit-demi sedikit.
Kompilasi Hukum Islam adalah suatu produk hukum yang terbentuk atas
dasar Instruksi Presiden dan direspon cepat oleh Menter Agama pada
waktu itu untuk membentuk sebuah praturan hukum Islam  untuk
disebarkan kepada Instansi pemerintahan dan masyarakat yang
membutuhkanya. Kompilasi Hukum Islam bukanlah ‘sebuah praturan
perundang-undangan yang diajukan oleh eksekutif cidepan Lembaga
Legislatif atau sebaliknya tetapi hanya sebuah keputusan setingkat
Menteri dan konsekwensi hukumnya adalah sebuah Pedoman yang
keberadaannya sedikit tidék mempunyai daya paksa. Jadi hakim dalam
penentuan keputusan masalah hukum Isiam‘ tidak terikat harus
menggunakan Kompilasi Hukum Islam tersebut dikarenakan oleh
statusnya tersebut. Namun Kompilasi Hukum islam dalam
penetapannya berlandaskan pada Instriksi Presiden sedangkan Inpres
itu sendiri berkaitan erat dengan Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar

1945 vyaitu dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Presiden diberi
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kewenangan  untuk  menetapkan  praturan-praturan  {pouvoir
reglementair) dan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan

pemerintahan. Jadi ada semacam Atributisi langsung dari Konstitusi

Negara kepada Presiden yang secara tidak lansung erat kaitannya

antara Konstifusi kepada Kompilasi Hukukm lIslam, jadi dapat
disimputkam bahwa Kompilasi Hukum lIslam lntrukéi Presiden nomor 1
tahun 19981 tentang Kompilasi Hukum Islam dasar Konsitusinya adalah
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1)

Jadi ada alasan kuat megapa hakim-hakim agama tetap berpedoman
pada Kompilasi Hukum Islam karena kedudukannya kuat waiaupun
secara hirarki perundang-undangan hal itu tidak sekuat peraturan yang

ada diatasnya.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitan merupakan suatu kegiatan ilimiah yang berkaitan
dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodoiogis,
sistematis dan konsisten. Sedangkan penelitian hukum adaiah suatu
‘kegiatan ilimiah dibidang hukum, yang didasarkan pada metode,
sistematik dan pemikiran tertentu,'yang bertujuan untuk mempelajari
safu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya.

Penelitian dafam tulisan ini merupakan sarana yang dapat digunakan
manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilimu
pengetahuan termasuk juga iimu hukum. Penelitian dibidang iimu hukum
memiliki berbagai jenis dan tipe ini berdasarkan dari sudut mana orang
peneliti itu melihatnya. Penentuan jenis penelitian sangat penting karena
hal ini berkaitan erat dengan sistematika dan metode serta analisis data
yang akan dilakukan untuk setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan guna

mencapai nilai obyektifitas dan validitas yang tinggi.




64

A. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang

maksudnya pendekatan berdasarkan praturan berundang-undangan

serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan di teliti .

yang berdasarkan atas kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

Penelitian ini oleh penulis mengunakan metode kualitatif, penggunaan
metode ini dirasa sangat membantu penelitian ini dikarenakan
pendekatan metode penelitian ini adalah yuridis normative.Penggunaan
metode kualitatif ini diharap akan ditemukan makna-makna yang
tersembunyi di balik obyek yang akan diteliti. Makna-makna yang akan
diungkapkan dalam penelitian ini ialah pembagian warisan setelahnya
berakunya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum
Islam serta mengetahui hambatan para pemutus perkara dan hambatan
penerapan peraturan tersebut di Kabupaten Sleman yang nota bene
sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk agama Isfam dan masih
memegang teguh keberadaan Hukum adat Jawa. Sebagaimana cjri
penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dalam latar yang
wajar/falamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah ini penelitian
diarahkan untuk mengungkapkan keberadaan Peradilan Agama
ditengah masyasrakat adat Jawa yang beragama lIslam serta daiam

pelaksanan pembagian waris hukum Islam beserta hambatan-
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hambatanya baik dari perangkat hukumnya maupun penerapan materi

hukumnya ditengah masyarakat beragama Islam tetapi masih

berpegang teguh pada hukurﬁ adat Jawa.

Sanapiah Faisal menyatakan banyak hal-hal yang dapat diangkat dari

berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, salah satu diantaraﬁya

untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala,

kenyataan, fingkah faku sosial dan budaya. 19

Selain hal-hal tersebut diatas penelitian kualitatif mempunyai beberapa

kelebihan yaitu ;

1. Mudah dalam penyesuaiannya jika ‘berhadapan dengan Kkenyataan
ganda;

2. Menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dan
responden;

3. Lebih peka dan dapat menyesuaikan din dengan banyak penajaman

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.z0

B.Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, sebab

menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan

'9 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar dasar dan Apfikasi. Yayasan Asih Asah Asuh,
Malang 1990.
¥t exy J. Moleong, Mefodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.1985.
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pembagian waris menurut hukum Islam setelah berakunya Undang—
Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum islam serta hambatan
para pengambil keputusan di Peradilan Agama dan hambatan

penerapan hukum materiiinya

C.Lokasi Penelitian

Untuk efektivitas dan efisiensi waktu dan dana dalam penelitian maka
dirasa periu untuk menetapkan iokasi, penetapan lokasi ini didasarkan
kepada kesanggupan dan kemampuan peneliti dalam menjangkau
keberadaannya (lokasi). Lokasi yang dipilih dan ditetapkan sebagai
wilayah dari objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sleman di

Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakaria.

D. Sampe! dan Teknik Sampel

a. Populasi
Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat beragama Islam di
Kabupaten Sleman

b. Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Agama Sleman.
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2. Masyarkat yang pemah mengalami pembagian warisan di
Pengadilan Agama Sleman.

3. Praktisi hukum lainnya seperti Pengacara atau Advokat |
Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive
sampling, vyaitu penan‘kan sampel yang dilakukan dengan cara
mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Aturan
pemilihan teknik ini adalah keterbatasan waktunya.. tenaga dan biaya
sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh

letaknya.

E.Sumber Data

Pada penelitian hukum normative yang ditunjang sosioiogi hukum maka
sumber data yang diperlukan bersifat data skunder serta data primer.
Pada data primer {Field Research) meliputi tata cara pemeriksaan
sampai pemutusan perkara oleh Hakim Peradilan Agama dan
hambatan-hambatannya dalam penerapan hukumnya. Sedangkan data
sekunder (Library Research) berupa perundang-undangan, putusan-
putusan pengadilan, literatur-literatur, dan sumber-sumber pustaka
lainnya. Selain data skunder dan data primer penulisan ini juga ditunjang

oleh data tertier yaitu data yang melengkapi dalam pemahaman data
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skunder dan data primer yang diperoleh dari kamus umum, kamus

hukum, ensikiopedi hukum, surat kabar dan majalah.

F.instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen

penunjang. Instrumen utama adalah peneliti -sendin', sedangkan

instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan

rekaman tape recorder.?!

Pengumpuian data lapangan akan dilakukan dengan cara :

¢. Studi Dokumen
Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data
skunder, pertama mempelgjari peraturan hukum yang menjadi objek
penelitian, dipilin dan dihimpun kemudian dan bahan-bahan itu dipilih
mana yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

d. Wawancara
baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur
dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan
yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak

terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada

2 5. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung. 1992,
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daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan
jawaban informan dan situasi yang berlangsung.
e. Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan di Pengadilan

Agama Sleman.

G.Teknik Analisis Data.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari
data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian
dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejt_alasan masalah yang
dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakar oleh responden
secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.?

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
pengiterprestasian secara logis, sistematis dengan pendekatan
sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara ‘t"Jerpikir deduktif-induktif

dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan faporan penelitian ilmiah.

2 goerjono Soekanto, op cit..
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Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara
deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya
sesuai dengan permasalahan yang ditefiti.®

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan |

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2 4B, Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian i, UNS Press-Surakarta, 1998,
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tatacara Pembagian Warisan di Pengadilan Agama.

Masalah kewarisan menurut hukum lIslam tidaklah begitu menyita
perhatian bagi masyarakat baik itu bagi masyarakat awarn maupun praktisi,
hal ini terbukti masih sedikitnya perkara warisan yang masuk dan ditangani
Peradilan Agama, paling tidak perbandingannyar dengan perkara
perkawinan.

Untuk masyarakat awam yang telah mengusung tradisi adat istiadat turun

temurun dan nenek moyang mereka dalam hal kewarisan mereka lebih-

cenderung menggunakan hukum adat mereka walau mereka sendiri telah
menyatakan dan memeluk agama Islam sejak mereka lahir hingga mengert
ajaran-agjaran Islam. Mereka merasa pembagian waris dengan
menggunakan hukum adat mereka lebih adil dan bijaksana, terlebih dari itu
dengan membagi waris dengan hukum adat berarti ikut melestarikan adat
budaya mereka. Ada lagi yang mengatakan pembagian waris berdasarkan
hukum Islam jika dikaitkan dengan jumlah porsi yang berbeda antara anak

laki-laki dengan anak perempuan. Mungkin dengan berdasarkan hukum
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adat pembagian waris dipandang lebih adil karena tidak membedakan
antara waris anak laki-laik maupun waris anak psarmpur:m.24

Oleh sebab itu mereka sangat enggan untuk mempelajari ilmu waris Islam
(Faraidl) yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, meski mereka
mengaku beragama Islam tapi mereka banyak yang tidak mengetahui tata
cara pembagian waris menurut hukum slam,

Selain itu dilupakannya ilmu waris Islam tersebut oleh masyarakat,
disebabkan pengaruh pada zaman penjajahan pemerintah Belanda yaitu
sejak tanggal 1 April 1937, pemerintah Belanda tidak mengakui lagi fimu
Faraidl kecuali tentang ilmu nikah, talak dan cerai.

Padahal dalam mempelajari ilmu waris itu hukumnya wajib, bahkan kalay
tidak mengetahui ilmu faraidl, diancam oleh Allah masuk neraka terlebih lagi
kalau kita salah dalam penerapannya, tapi sebaliknya kalau kita paham dan
benar dalam penerapan waris, ganjaranya dari Aliah adalah surga®

Untuk pembagian waris dalam hukum Islam memang berlandaskan
keikhlasan dari para akhli waris meski ada kelebihan dan kekurangan dalam
pembagian. Faktor keikhlasan itu juga diambil dalam baik calam penetapan

dan dalam putusan waris di Pengadilan Agama.

2 Retno Supartinah, Penggunaan Pilihan Hukum dalam Pengajuan Sengketa Waris bagi
Orang Islam Sesudah Berlakunya UU No. 7/1989. Mimbar Hukum edisi No 125/X11/1996.

25 |, Ghufron. Banyak Orang Islam Tidak Tahu Hukum Waris Suara Merdeka 26 September
2003,
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Pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 menyatakan
“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam fingkungan Peradilan
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dafam
Undang-undang ini”. Yang berlaku khusus adalah perkara-perkara dalam
bidang perkawinan saja, namun selain itu berlaku hukum acara perdata
pada umumnya. Maka pembagian warisan yang diajukan para pihak terkait
erat pada pasal 45 tersebut dalam hal acara pemerikgaan perkara.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama , dalam memeriksa
dan memutuskan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam yang
menyangkut bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang berhak
mewaris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Untuk pelaksanaan pembagian karena adanya sengketa dapat dibagi lagi

yaitu.

a. Pembagian berdasarkan Permohonan

Permohonan menurut pengertian umum ialah tuntutan hak yang tidak
mengandung sengketa dimana terdapat satu pihak saja.Tetapi di

Pengadilan
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Agama ada suatu kekhususan yaitu adanya permchonan yang perkaranya
mengandung sengketa seperti permohonan cerai talak,izin Poligami yang
didatamnya ada pihak ;ﬁemohon dan ada yang termhon?®
Adapun ciri-ciri Permohonan pada Umumnya yaitu;

1. Acara permohonanya bersifat Valutair.

2. Hanya satu pihak saja yang berkepentingan.

3. Tidak adanya sengketa.

4. Dikehendaki dan ditentukan cleh peraturan perundang-undangan.

5. Putusan yang dijatuhkan berupa Penetapan.

6. Upaya hukumnya adalah kasasi.
Pada pasal 107 ayat (2) memberikan pengertian bahwa penyelesaian
permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan luar sengketa
antara orang-orang beragama lslam yang dilakukan berdasarkan hukum
Istam.
Dalam perkara permohonan pembagian warisan oleh para pihak, dapat
dilakukan di Pengadilan Agama dengan memintakan kepada hakim atau
perangkat Pengadilan Agama Iaiﬁnya untuk memberikan arahan, nasihat,
penjelasan serta penyelesaiannya hingga akhirnya di buatkan suatu
penetapan yang berisikan menetapkan siapa-siapa saja ahli waris dan

bagian masing-masing ahli waris.

2 g rat Edaran Mahkamah Agung Republik Indinesia No. 2 Tahun 1990
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Perkara permohonan adalah perkara yang tidak mengandung unsur
sengketa yang diajukan oleh ahli waris kepada hakim Pengadiian Agama
melalui panitera Pengadilan Agama untuk menetapkan bagian masing-
masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Pengajuan permchonan
tersebut bisa dilakukan perorangan maupun secara bersama-sama yang
perangkat dari kesapakatan antara mereka sejak dari rumah. 27
Karena adanya unsur kesepakatan tersebut dari ahli waris maka hakim
berhak memanggil semua ahli waris. tanpa terkecuali apapun. Ketidak
hadiran seorangpun ahli waris tanpa kuasa, maka hakim tidak akan
melakukan pemeriksaan apalagi sampai menetapkan bagian masing-
masing, kecuali ketidak hadiran tersebut dapat di kuasakan kepada ahli
waris yang lain atau pengacaranya dengan kuasa khusus.
Adapun tata cara permohonan penetapan waris di Pengadiiaﬁ Agama
Sleman vyaitu, para ahli waris membuat surat permohonan yang didalamnya
berisikan:
a. ldentitas para ahli waris seperti nama,umur, pekerjaan, agama, alamat.
b. Menyatakan bahwa nama-nama yang ada identitas tersebut adalah
sebagai ahli waris dari yang meninggal.

¢. Hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya.

27 \Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman Drs. Saifuddin. Hakim pada hari
Sabtu 25-10- 2003.
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Mengenai bukfi-bukti yang mendukung keabsahan surat pernyataan

tersebut seperti:

a. Kartu tanda penduduk masing-masing ahli waris.

b. Kartu keluarga.

¢. Surat keterangan kematian.

d. Surat keterangan dari Instansi pemerintahan (jika dianggap periu).

e. Sertifikat tanah, Deposito, Tabungan Bank, Perjanjian Kridit, Saham,
Obligasi dan lain-lain.

Surat-surat tersebut diatas seterusnya di fotocopy dan dilegalisasi oleh

Badan atau instansi yang megeluaikan surat-surat tersebut diatas, lalu

fotcopi-fotocopi  tersebut  ditempelkan materai  secukupnya. ‘Untuk

mempertegas keabsahan surat-surat tersebut maka suart-surat aslinya

harus ditunjukan kepada Hakim Pengadilan Agama yang memeriksanya,

ketiadaan aslinya tersebut maka oleh hakim tidak akan dilanjutkan kecuali

para ahli waris mengajukan saksi. Pengajuan saksi diperlukan karena untuk

melengkapi pemeriksaan pembuktian apa bila alat bukti dirasa belum cukup

memadai.

Contohnya :

Bila harta warisan tersebut berupa benda yang kepemilikannya memerfukan

alat bukti yang otentik tetapi bukti tersebut tidak ada sama sekali seperti

sebidang tanah yang tidak memiliki serifikat, maka saksi disini sangat periu
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dibutuhkan seperti tetangga yang berbatasan langsung atau tidak dengan
sebidang tanah tersebut, kepala desa, camat, atau perangkat pemerintahan

jainnya.

Jika ternyata tidak ada saksi sama sekali maka pihak Pengadilan

melakukan:

-Sidang ditempat,

Sidang ditempat gunanya mecari data-data .kebenaran terhadap
kepemilikan hak dari objek harta peninggalan tersebut.

Sidang ditempat adalah sidang yang dilakukan oleh tiga orang hakim di
tempat harta warisan tersebut (tanah) berada.

Sidang ditempat dilakukan oleh 3 orang hakim dan melibatkan Kelurahan,
Juru sita, Panitera pengganti serta saksi-saksi [ain yang mendukung.
-Pemeriksaan.

Pemeriksaan gunanya untuk mengecek kebenaran objek warisan, jika
dirasa surat permohonan dianggab telah lengkap dan alat bukti sudah
dianggab cukup serta bila saksi yang diajukan dan diperiksa telah memadai
unsur-unsurnya, maka oleh hakim Pengadilan Agama dibuat suatu
penetapan atau akta komparisi pembagian waris yang bagian masing-
masing tergantung dari kesepakatan para ahli waris. Surat pengesahan
atau Akta warisan diberi nomor dan ditanda -tangani oleh Ketua Pengadilan

Agama.
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Pentingnya suatu penetapan dan akta komparisi pembagian warisan
tersebut adalah dapat digunakan untuk pengambilan uang dibank,
pencairan dana deposito bank, balik nama serfifikat tanah hak milik dan lain
sebagainya.

Pengertian suatu penetapan adaiah suatu produk peradilan yang melalui
suatu tahap Acara pemeriksaan dengan mengajukan permohonan dari
salah satu ahli waris atau bersama-sama dengan mengajukan bukti-bukti
serta saksi-saksi penguat dan selanjutnya oleh hakim dibuat suatu
penetapan yang dimulai dengan irah-irah * DEM!I KEADILAN
BERDASARKAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’ serta
menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

Untuk sementara ini di Pengadilan Agama Sleman pada perkara
permohonan Penetapan belum pernah dilaksanakan dan bila ada
permohonan yang masuk hanya dibuatkan Akta Komparisi pembagian waris
saja. Akta Komparisi Pembagian waris adalah suatu akia berbentuk
komparisi yang memuat hanya koﬁwparan-komparan para ahli waris dimana
didalamnya hanya sebatas pengesahan harta warisan yang akan diambil
(Deposito, Tabungan Bank) dan para ahli waris yang disahkan oleh ketua
Pengadilan Agama. Akta Komparisi Pembagian Waris tidak melalui tahap

pemeriksaan layaknya sebuah acara pemeriksaan di Pegadilan.




79

Untuk lebih ianjut mengapa penetapan di Pengadilan Agama belum pemah
terlaksanakan ada beberapa penafsiran dari para hakim yang bertugas
disana yaitu Menurut Drs. H.A Mukti Arto, SH. Perkara waris yang tidak
bersifat mengandung sengketa untuk menetapkan suatu permohonan yang
dimohonkan kepada Pegadilan Agama yaitu tidak hanya hakim saja dapat
melakukannya namun perangkat-perangkat lain di Pengadilan Agama
seperti selain hakim Panitera atau Keseketariatan juga dapat
melakukannya, dalam memberikan . penetapan tersebut kedudukan
perangkat tersebut hanya di pandang sebagai perangkat pegawai negeri
sipil biasa atau sebagai Ulama, ketentuan tersebut di sebabkan sifat dari
perkara itu sendiri yang tidak mengandung sengketa dan menurut
penafsirannya tidak perlu diadakan acara seperti layaknya sebuah
sengketa.?®

Namun setelah di putuskan Surat Edaran TUADA UDILAG MARI ketentuan
penetapan permohonan harus di adakan acara dan wajib ditetapkan oleh
hakim Pengadilan Agama seperti halnya penetapan permohonan poligami,
wali adlo! yang walau pun hanya bersifat valuntair namun penerapan itu

harus menurut prosedur pemeriksaan oleh hakim Pengadilan Agama.

28 \Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sleman Drs.H.A.Mukti Arto, SH. Tanggal 25-
Oktober 2003.
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b. Pembagian Berdasarkan Putusan.

Pelaksanaan pembagian waris di Pengadilan Agama bisa dilaksanakan
setelah adanya keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, artinya terhadap putusan hakim tersebut tidak ada upaya hukum
seperti banding, kasasi atau peninjuan kembali.
Putusan hakim artinya perkara tersebut adalah perkara yang mengandung
sengketa yang diajukan kemuka hakim untuk diperiksa sampai di
putuskan oleh hakim. Kesimpulannya bahwa adanya sesuatu hak dari
pengugat yang dilanggar oleh tergugat, maka oleh penggugat dalam
tuntutan pokoknya atau tuntutan pengganti (ex Aquo ef Bono) untuk
meminta bagian haknya kepada tergugat melalui putusan hakim yang
akan memutuskanya kelak.
Perkara warisan yang mengandung unsur sengketa yang paling banyak
ditemukan di Pengadilan Agama Sleman adalah perkara kepemilikan.
Perkara kepemilikan yaitu suatu perkara dimana sesorang atau Badan
baik bersama orang lain atau badan lainnya menguasai objek warisan
atau diduga objek warisan dan oleh ahli waris menuntut kepada orang
atau Badan yang menguasai tersebut akan bagian hakﬁya kepada

Peradilan Agama. %

® geseorang atau Badan yang menguasai harta warisan yang belum terbagi biasanya kalau
diPengadilan Agama akan menjadi TERGUGAT, sedangkan orang fain dan Badan lainnya
yang ikut meukmati harta warisan sebagai TURUT TERGUGAT, dan orang yang menuniut
haknya adalah PENGGUGAT.

T T e SRR R A RIE
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Orang atau Badan yang menguasai objek warisan adalah orang yang
sepeninggal pewaris belum pernah menyerahkan harta warisan untuk
dibagikan kepada ahli waris dari sipewaris. Harta warisan tersebut
mungkin dikuasai oleh orang atau Badan itu sendiri atau bersama orang
lain yang telah menikmati bertahun-tahun, mereka tidak sadar apa yang
meraka nikmati tersebut ada bagian orang lain yang ikut ternikmati.

Sedangkan ahli waris yang menuntut adalah orang yang sebenarnya

berhak atas bagiannya, tetapi bagiannya tersebut belum diberikan dari

orang atau badan yang menguasai harta warisan tersebut.

Syarat-syarat pelaksaan Pembagian waris yaitu:

a) Putusan yamg telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. -
Artinya terhadap putusén yang bersangkutan tidak ada lagi upaya
banding dan kasai. Suatu putusan yang sudah tertutup upaya banding
dan kasasi, bisa terjadi apabila mengajukan permintaan banding dan
kasasu sudah lewat batas waktunya.

b) Putusan harus bersifat Condemnatoir.

Artinya selain telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan
itu harus mengandung sifat menghukum untuk segera melaksanakan
putusan. Putusan bersifat kondemnatoir melekat sifat eksekutorial.
Untuk putusan bersifat declatoir tidak mengandung sifat eksekutorial

karena didalamnya tidak ada amar memrintahkan atau menghukum,
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maka pengadilan tidak berwenang mengeksekusi. Untuk pelaksanaan

putusan declatoir dapat dilaksanakan tergantung dari kerelaan para

pihak.

Setelah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap segera oleh pihak-pihak melakukan pembagian
waris. Pembagian waris tersebut dilakukan berdasarkan isi dari putusan
tersebut baik itu siapa-siapa ahli warisnya yang mendapat bagian maupun
bagian masing-masing ahli warisnya.

Apabila pihak terhukum tidak segera menyerahkan harta warisan yang
menjadi sengketa tersebut kepada para untuk dilakukan pembagian, maka
pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan surat permohonan
Eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutuskan. Oleh Pengadilan
Agama tersebut dibuat surat teguran (Aan Manning) kepada pihak terhukum
untuk segera melaksanakan putusan tersebut.

Tetapi biasanya dalam praktek oleh hakim kedua belah pihak yang
bersengketa dipanggil ke Pengadilan Agama untuk di adakan negosiasi
antara keduabelah pihak d_an biasanya negosiasi itu sefa menghasilkan
kesepakatan para pihak, kesepakatan itu biasanya berisikan bagian-bagian

vang akan diberikan pada masing-masing pihak, biasanya barang yang
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akan dibagikan tersebut misalnya bagian si A mendapatkan rumah dan si B
dapat mobil dan si C dapat Tanah dan lain seterusnya.>®

Hasil negosiasi yang menghasilkan kesepakatan tersebut dibuat Berita
Acara, pentingnya Berita Acara adalah untuk syarat pemindahan hak
seperti syarat peralihan hak milik atas tanah dari pewaris kepada ahii waris,
untuk mencairkan Deposito dan mengambil Tabungan di Bank.

Apabita harus dengan eksekusi karena sifaf putusanya adalah
condemnatoir maka jika harta warisan yang hendak dibagi melaluli
kewenangan eksekusi, dan harta warisan berupa terdiri dari sejumlah uang
dan beberapa rumah yang terletak pada satu lokasi yang sama, maka
eksekusi dapat dengan mudah dilaksanakan secara nyata (Eksekusi i)
dengan membagi rata dan langsung menyerahkan pemilik dan
pengguasaannya kepada masing-masing ahli waris. Tetapi apabila temyata
barang-barang tersebut terdiri dari nilai-nilai yang berbeda setiap barangnya
dan ahli warisnya tidak ada yang mau mengalah untuk saling
memperhitungkan terhadap selisih kekurangan ataupun kelebihan, maka
eksekusi ditempuh dua cara perfama dilakukan pelelangan (executorial
verkoop) atas semua barang peninggalan, kedua. baru setelah itu dilakukan
eksekutor riil yakni membagi hasil pelelangan sesuai hitungan masing-

masing.

30 ywawancara /bid
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Pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dan dibantu oleh dua orang
saksi, sita eksekusi dilaksanakan ditempat obyek eksekusi. Sifat sita

eksekusi tergantung dari jenis yang akan di eksekusi. Kalau yang akan di

eksekusi tersebut berupa Deposito atau Tabungan maka jurusita teriebih

dahulu mengadakan koordinasi dengan pihak Bank yang bersangkutan.
Oleh jurusita dihitung bagian masing-masing ahli waris berdasarkan
keputusan hakim setelah selesai dibuatkan Berita Acara. Berdasarkan
salinan Berita Acara tersebutlah Deposito atau Tabungan di Bank dapat
dicairkan. Juga mengenai masalah tanah, oleh juru sita diadakan
perhitungan dengan cara pengukuran,'pengukuran tersebut gunanya untuk
menentukan bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Setelah
perhitungan dianggab selesai maka dibuatkaniah Berita Acara yang
kegunaanya untuk balik nama.

Perdamaian dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal
130 HIR/pasal 154RBg dan pasal 14 ayat(2) UU No. 14 Tahun 1870. Pada
setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkén
mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika
usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah Akta Perdamaian (Acta van
vergelijk) yang isinya menghukum kedua pihak untuk segera memenuhi isi
perdamaian yangtei,ah dibuat mereka. Apabila terjadi perdamaian maka

perkara tersebut dicabut lalu hakim membuat “penetapan” yang berisikan
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perkara yang mengandung unsur sengketa tersebut telah dicabut oleh
penggugat karena adanya perdamaian antara kedua belah pihak.
Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan
hakim dan dapat di eksekusi. Apabila ada salah satu pihak tidak mau
mentaati isi perdamaian, maka pihak lain dapat memohon eksekusi kepada
Pengadilan Agama. Eksekusi dijalankan seperti halnya menjalankan
putusan hakim biasa.
Untuk perkara perdata masalah warisan yaitu suatu sengketa masalah
kebendaan maka hal ini dapat saja dijalankan. Para pihak yang telah
melakukan perdamaian dalam hal pelaksanaan pembagian waris adalah
sesuai dengan yang tercantum dalam pasal-pasal perdamaian yang mereka
inginkan, baik itu besarnya bagian masing-masing pihak maupun dalam hal-
hal lain tergantung isi dari kesepakatan tersebut. Bagi para pihak yang
melakukan perdamaian kenyataannya hampir sama dengan masalah
permohonan penetapan pembagian warisan masing-masing, mereka ikhias
akan besar kecilnya bagian yang akan mereka terima dan jarang sekali
terjadi eksekusi.

Terhadap Akta perdamaian tersebut para pihak sudah tertutup upaya-
upaya hukum, sebab akta perdamaian tidak dapat dimintakan bandirg,

kasasi, dan peninjauan kembali (Request Civil), demikian juga akta
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perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru dianggab perkaranya telah

selesai.

TABEL PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

PERMOHONAN GUGATAN
Tidak ada unsur Ada unsur sengketa
SIFAT sengketa. didalamnya.
1.Terdiri satu pihak saja.
2.Salah satu ahli waris
atau secara bersama-
sama dapat Terdiri dua pthak yang
Pihak .
mengajukan bersengketa
permchonan di
Pengadilan Agama.
1. Jika memintakan
Penetapan maka
akan diadakan acara
pemeriksaan layaknya
seperti acara Harus dengan Acara di muka
pemeriksaan Penagdilan yang dipimpim
ACARA pengadilan pada oleh hakim ketua.

umumnya.
2 Jika hanya
pembuatan akta
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Komparisi Pembagia
warisan tidak di

perlukan Acara

Pelaksanaan
Pembagian.

Karena adanya
kesepakatan maka
pelaksanaan dengan
sukarela para ahli waris

dengan dasar keikhiasan

1. Kesadaran pihak pihak

~ terhukum untuk
melaksanakan putusan
hakim.

2. Eksekusti bila pihak

terhukum tidak
melaksanakan putusan
yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang
tetap.

3 Tergantung negosiasi

antara para pihak setelah

putusan dibacakan

B. Hambatan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Pembagian Harta

Warisan.

Telah kita ketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dapat

dilaksanakan setelah adanya putusan hakim yang telah membpunyai

kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan tersebut memungkinkan adanya

hambatan-hambatan, untuk lebih jauh. membahas hambatan-hambatan
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yang akan timbul dalam pelaksanaan pembagia warisan tersebut, tidak
salahnya penulis terlebif dahulu membahas kemungkinan kemudahan yang

diketemukan dalam pelaksanaan pembagian warisan antara lain:

1. Ada Perkara Permohonan.
Pada perkara permohonan tidak adanya unsur sengketa dan hanya ada
satu pihak yang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Pihak
tersebut dimana telah teriadi kesepakatan dalam hal pembagian harta
warisan sejak berangkat dari rumah mereka. Mereka menghadap ke
Pengadilan untuk memintakan kekuatan hukum ferhadap Hakim
Pengadilan Agama setempat berupa akta atau penetapan.
Perkara permohonan inilah yang sangat mempemudah pembagian
warisan, karena tidak periunya perangkat Pengadilan Agama untuk lebih
jauh turut campur tangan dalam pelaksanaan pembagian waris. Para
pihak dengan ikhlas dan rela terhadap bagiannya masing-masing dan
hal itu tidak dianggab suatu yang memberatkan juéteru dengan
pembagian seperti itu para pihak sadar bahwa harta warisan bukanlah
hal yang periu untuk disengketakan.

2. Adanya Perdamaian
Adanya perdamaian pada sidang pertama pada perkara yang

mengandung sengketa waris sangat membantu terlaksanakannya suatu
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pelaksanaan waris. Adanya perdamaian maka untuk persidangan
selanjutnya tidak diperlukan [agi, para pihak sepakat dan sadar bahwa
bagian masing-masing pihak dapat disepakati, dan kesepakatan
tersebut dibuat dalam bentuk akia yang nama Akta Perdamaian. Point
yang mempermudah dalam pelaksanaan pembagian sama dengan
Perkara Penetapan diatas.

. Adanya Negosiasi

Terjadinya negosiasi pada saat putusan telah dijatuhkan juga salah satu
bentuk mempermudah pelaksaan pembagian waris. Pada perinsipnya
sama dengan perdamain

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemabagian waris memang
tetap ada. Dalam penelitian pem_;lis menemukan beberapa hambatan
dalam pelaksanaan pembagian waris. Apabila terjadi hambatan
pelaksanaan pembagian waris itu sama saja hambatan dalam
menegakan hukum, sebab putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap adalah bagian dari hukum. Hambatan
pembagian waris biasanya terjadi saat dilapangan arti karena
pembagian warisan tidak dilalaksanakan maka atas permohonan

eksekusi maka pada saat itu sering terjadi hambatan. Hambatan

pelaksanaan pembagian waris berkaitan erat dengan hambatan-
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hambatan eksekusi. Menurut Drs. Wildan Suyuthi Mustofa, SH.,MH
hambatan tersebut dapat dibagi dua yaitu:

1. Hambatan bersifat tekhnis yuridis seperti

a. Perlawanan pihak ketiga dan perlawanan pihak

tereksekusi.
b. Permohonan Peninjauan Kembali.
c. Amar putusan tidak jelas.
d. Obyek eksekusi adalah barng milik negara.

2. Hambatan yang bersifat non teknis yaitu adanya campur tangan
pihak lain diluar pihak yang berperkara®
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemabagian watis

dalam praktek di pengadilan Agama Sleman memang belum pernah ada
namun secara teoritik hambatan tersebut tetap saja memiliki peluang,
hambatan itu antara [ain adalah :

1. Pihak terhukum tidak dengan suka rela menjalankan putusan
walaupun telah diberi peringatan (Aan Maning) oleh ketua
Pengadilan Agama.

2. Untuk pembagian harta warisan berbentuk tanah yang berbidang-
bidang dan tempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan

bagian masing-masing. Tanah yang berbidang bidang yang

1 Drs. Wildan Suyuthi Mustofa, SH,. MH. Pemecahan Permaslahan Acara Perdata Peradilan
Agama. PT. Tatannusa, Jakarta 2002.
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letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit contohnya jika salah
satu pithak mendapatkan tanah yang satu bidang tetapi oleh
karena perhitunngannya tidak mencukupi sebidang tanah
tersebut maka kekurangannya tersebut 'dapat diambil dalm
bidang yang lain tapi nilai tanah yang lain tersebut lebih mahal
atau lebih murah dari bidang tanah tersebut diatas maka untuk
menentukannya dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dari Hakim
atau Panitera atau jury sita.

Untuk mengatasi hal demikian maka Pengadilan mau tidak mau
segera melaksanakan lelang terhadap harta peninggalan tersebut
apabila pihak yang berperkara tidak dengan sukarela terhadap
bagian satu dengan yang iain.

Untuk benda-benda bergerak seperti kendaraan dan perabotan
rumah tangga, perhiasan dapat dengan mudah menaksir
harganya namun terhadap harta-harta kuno seperti keris, guci-
guci kuno dan barang-barang kuno lainnya oleh juru sita tidak

dapat menaksir harga barang tersebut. Untuk mengatasinya

maka jurusita harus meminta bantuan orang yang ahli dalam.

bidang tersebut.
Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili maka

Pengadilan Agama harus menunggu putusan dari Mahkamah
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Agung. Adanya sengketa kewenangan jelas menghambat
proses putusan dan apabila putusan Mahkamah Agung tidak

memberikan kewenangan akibatnya tidak akan pernah ada

putusan Pengadilan Agama terhadap perkara yang di ajukanya

tersebut

Apabila terjadi sengketa milik, maka Pengadilan Agam tidak
berwenang mengadilinya namun Pengadilan Agama tetap
melanjutkan sidang tetapi putusannya tidak mempunyai
kekuatan eksekutorial, jelas ini sebagai hambatan dari

Pengadilan Agama untuk melaksanakan pembagian warisan.*

Mengenai hambatan dari perangkat hukum tertulisnya memang ada
tetapi hal itu tidak menjadikan masalah, karena sistem Peradilan di
Indonesi menganut sistem bahwa hakim bukanfah pelaksana Undang-
Undang secara murni tetapi Hakim adalah pelaksana hukum,

menciptakan hukum.*

32 Wawancar, Ibid
3 Wawancara. Ibid..
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C. Masalah yang Timbul dalam Penerapan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Berkaitan Perkara Warisan.
1. Ketidakadasepakatan Hak Opsi Dapat Menimbulkan Sengketa
Kewenangan Mengadili
Mungkin - pada saat penggodogan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 para perancang Undang-undang tersebut tidak pernah
terpikir bahwa ;tsetefah diberiakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama kelak akan terjadi sengketa kewenangan
dengan lingkungan Peradilan lain, hal ini dipicu karena adanya salah
satu dalam Penjelasan Umum pada poit 2 alinea keenam yang
menyatakan adanya pilihan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.
Hal inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan kewenangan
Peradilan Agama dan Peradilan Umum, terlebih lagi dalam praturan
tersebut tidak memberikan solusi yaitu tata cara bagaimana
melaksanakan pertimbangan hukumnya serta bagaimana kalau para
pihak tidak mempunyai kesepakatan sama sekali dalam pemihan
hukum tersebut, semuanya tidak disinggung sama sekali. Maka untuk
mengantisipasi hal demikian Hakim atau Penasihat hukum dituntut untuk
lebih jeli lagi menggali praturan-praturan yang tetah ada selain bertumpu

pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut
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Hak opsi adalah hak pilihan dalam menentukan peradilan mana
yang akan para pihak pilih sebelum mengajukan gugatan waris. Karena
masyarkat muslim di Indonesia diikat oleh dua sistem hukum waris yaitu
hukum waris Isiam yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama dan ,
hukum waris Adat yang penyelesziannya di Pengadilan Negeri. Karena
sifat dualisme hukum tersebutlah sering terjadinya beda keinginan dari
para pihak yang bersengketa. Maka untuk mengatasi hal tersebut
dibutuhkan kesepakatan para pihak untuk memilih hukum mana yang
akan mereka pakai dalam pemeriksaan perkara. Kadang kesepakatan
itu mahal harganya bagi pihak yang berseteru lalu kenyataannya sangat
sulit untuk mencari titik temu dari kesepakatan tersebut, hal ini di
sebabkan antara lain untuk kepentingan masing-masing pihak yakni
disatu pihak apa bila dia menggunakan hukum Adat maka pihak lainya
tidak mendapat sedikitpun, atau setidak-tidaknya berkurang bagian harta
peninggalan dan sebaiiknya *

Kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam memeriksa
sengketa pembagian warisan bagi orang-orang muslim sebagaimana
ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) UU.No 7/1989, menurut Penjelasan
Umum Butir 2 alinea keenam dari Undang-Undang tersebut dapat

dikesampingkan oleh kesepakatan pihak-pihak untuk memilih cara

3 putusan pengadilan Agama Sleman no 303/Pdt?2003/PA.SIm ( Penggugat adalah adik
kandung pewaris melawan tergugat yaitu Isteri pewaris beserta anak angkat pewaris)

o s g e g e ] ey g
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menyelesaikan sengketa tersebut melalui lingkungan Peradilan Umum.
Kesepakatan menjadi mutlak bagi pengajuan sengketa‘ tersebut ke
lingkungan Peradilan Umum. Kesepakatan juga harus mutlak diperoleh
sebelum gugatan tersebut di ajukan ke Pengadiiah, selama kesepakatan
para pihak tidak ada, Peradilan Umum harus menvatakan diri tidak
berwenang untuk memeriksa secara ex officio.

Lain hainya pada lingkungan Peradilan Agama untuk perkara
warisan, setiap perkara yang diajukan, hakim beranggapan bahwa
setelah diajukan gugatan ke-Pengadilan' Agama artinya para pihak
dianggab telah sebakat untuk menyelesaikan sengketa warisan di
Pengadilan Agama dan hakim tidak perlu mempertanyakan agama para
pihak, walaupun nantinya ada tangkisan dari salah satu pihak yang
menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara
tersebut karena pihak tersebut telah mengajukan pemeriksaan di
Pengadilan Negeri. Untuk hal demikian biasanya hakim Pengadilan
Agama menolak. Eksepsi tersebut dengan pertimbangannya adalah
berdasarkan azas Personalitas Keislaman yang ditafsirkan bahwa
antara penggugat dan tergugat adaiah beragarna {slam, maka selama
tidak ada kesepakatan pilihan hukum sebelum gugatan diajukan, selama
itu pula melekat Kompetensi Absoloute Pengadilan Agama terhadap

perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam.

1t ey = s ey e
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Namun apabila tidak ada kesepakatan anfara para pihak untuk
mempertimbéngkan lingkungan peradilan yang mana akan mereka pilih
walaupun sudah upayakan musyawarah dengan memintakan Lurah,
Camat dan Bupati sekalipun, tetapi tidak diketemukan titik temu antara
para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu disatu pihak
mengajukan gugatan di Peradilan Agama sedangkan di pihak lain tetap
pada pendirian mengajukan gugatan ke Perdilan Umum. Jadi tehadap
kasus yang sama, objek yang sama, subjek yang sama, timbul dua
perkara di depan forum lingkungan Perradilan yang berbeda, jelas
nantinya akan terjadi dua putusan yang berbeda pula dan pada akhirnya
akan terjadi dua eksekusi yang berasal dari dua putusan yang berbeda
terhadap objek harta warisan yang sama. Maka bila terjadi eksekusi
dilapangan akan berhadapan dua eksekutor dari dua pangadilan yang
berbeda terhadap objek yang sama.

Untuk tidak terjadinya perbuatan-perbuatan hukum diatas maka telah
disebutkan diatas di butuhkan kejelian hakim dan pihak yang berperkara
dalam hal ini penasihat hukum, hakim di harapkan jangan gegabah
dalam menangani kasus yang punya potensi terjadinya sengketa

kewenangan mengadili.
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2. Sengketa Milik

Sengketa milik dapat terjadi di Pengadilan Agama hal ini disebabkan
tidak lain yaitu :

1. Perkara warisan yang digugatkan salah satu pihak kepada
pihak lain dimana pihak penggugat meminta kepada
Pengadilan Agama uniuk memutuskan perkara waris. Pihak
penggugat menggugat harta yang diyakininya adaiah harta
warisan tetapi di pihak tergugat dalam eksepsinya ménolak
gugatan penggugat bahwa harta tersebut seluruh atau
sebagian bukan harta warisan. ‘

2. Adanya intervensi (ftussen komst) dari pihak ketiga yang
mengaku bahwa objek harta warisan yang menjadi sengketa
telah dijual ahli waris kepada pihak ketiga tersebut.

Untuk menyelesaikan kedua perkara sengketa milik tersebut oieh
pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa
bila suatu perkara yang sedang diperoses di Pengadilan Agama
barang objek yang diperkarakan mengandung sengketa milik atau
keperdataan lain, khusus mengenai bérang objek yang ménjadi
sengketa milik tersebut harus diputus terlebih dahulu dalam

lingkungan peradilan umum dahulu.
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Pada poiht (i) dalam perkara tersebut punya potensi untuk terjadinya
sengketa kewenangan apabila pihak yang merasa dirugikan akan
gugatan ke Pengadilan Agama tersebut juga mengajajukan gugatan
ke Peradilan Umum sebagai perkara sengketa milik, sedangkan di
F’engadilan Agama tetap mempertahankan untuk terus melaksanakan
pemeriksaan berdasarkan gugatan penggugat.

Untuk menghitfangkan konflik dalam hal ini hakim Pengadilan Agama
harus melihat dahulu apakah benar perkara tesebut sedang di periksa
di lingkungan peradilan umum. Kalau memang benar hakim dapat
meneruskan perkara tersebut tetapi sifat putusannya tidak boleh
betsifat kondemnatoir (men'ghukum) tetapi harus bersifat dekiatoir.
Befsifat deklatoir arﬁnya putusan tersebut tidak mengandung atau
mellekat sifat eksekutorial, hanya berisikan penetapan siapa-siapa aﬁli
waﬁsnya serta besar bagian masing-masing ahli waris, tidak
memutuskan harta warisan karena harta warisan tersebut masih
tersandung sengketa milik yang menjadi wewenag dari Peradilan
Urﬁum.

Pada poit (i) adanya intervensi (tussents koms) dari pihak lain diluar
pihak yang berperkara untuk masuk kedalam perkara tersebut, biasa
pihak tersebut megklaim bahwa harta warisan yang menjadi objek

sengketa merupakan hak miliknya perihal demikian adalah sengketa
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hak milik yang berwenang adalah Peradilan Umum tetapi telah di
periksa oleh Peradilan Agama. Masuknya intervensi ini juga punya
potensi menimbulkan sengxeta kewenangan, apabila pihak ketiga
tersebut mengajukan gugatnnya ke Peradilan Umum terhadap pihak-
pihak yang bersengketa di Peradilan Agama.

Sikap hakim Peradilan Agama seharusnya sidang tetap
dilanjutkan,dengan kata lain hakim untuk sementara menghentikan
pemeriksaan antara tergugat dengan penggugat tapi pemeriksaan
diarahkan pada pembuktian dalil-dalil intervensi tersebut.

Jika dilain tempat oleh pihak ketiga (yang mengintervensi di
Pengadilan Agama) mengajukan gugatan sengketa milik ke Peradilan
Umum, maka sikap hakim Pengadilan Agama harus menunda perkara
tersebut untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung
tentang kewenangan, yang tekhnis dan pelaksanaanya berpedoman
pada pasal 56 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 dan SEMA No.
1 tahun1999.

Jika terjadi sengketa kewenangan antara dua pengadilan atau lepih
yang mengadili perkara yang sama dapat diajukan permohonan
secara tertulis ke Mahkamah Agung untuk memeriksa dan
memutuskan sengketa kewenangan mengadili oleh :

1. Hakim karena jabatannya.
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2. Pihak yang berperkara.
Selanjutnya jika dajukan ke Mahkamah Agung maka semua
pengadilan yang bersebgketa kewenagan tersebut harus menunda

pemeriksaaan perkaranyatersebut yang menuangngkan dalam bentuk

Penetapan sampai perkara sampai sengketa kewenangan mengadili

diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan masing-masing pengadilan
yang bersengketa kewenanganan mengadili tersebut harus saling
memgirimi salinan penetapan'ya.

Pihak yang berperkara di pengadilan yang menyatakan pengadilan lain
tersebut tidak berwenang dapat memintakan kepada Mahkaméh
Agung untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya _me[alui Ketua

Mahkamah Agung.

UPT-PUSTAK-UNDIP]
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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Sételah dilakukan pembahasan-pembahasan tentang Pelaksanaan
Kewarisaan menurut hukum lslam di Pengadilan Agama maka dapat

simputkan

Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum Islam di Pengadilan

Agama dapat dilaksanakan karena perl(éra permochonan dan
perkara gugatan.

Perkara permohonan yaitu perkara yang tidak mengandung unsur
sengketa dimana terdapat hanya satu pihak saja. Pelaksanaan
Acaranya jelas sangat mudah dén tidak membutuhkan waktu yang
panjang, dikarenakan antara ahli waris telah ferjadi kesepakatan
terhadap bagian masing-masing yang bersifat kerelaan, maka

dengan ini Pengadilan Agama dapat memberikan Penetapan atau

Akta Pembagian Waris yang dibuat ditanda tangani oleh Ketua

Pengadilan Agama.

Sedangkan yang perkara yang mengandung unsur sengketa
adalah gugatan dari penggugat terhadap orang yang menguasai
secara keseluruhan atau separuhnya harta peninggalan yang

belum pernah dibagikan kepada ahli waris lainnya. Perkara
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gugatan akan diputuskan hakim apa bila dalil-dalii baik yang
diajukan penggugat maupun tergugat telah diperiksa dan

dibuktikan dimuka pengadilan yang berupa mengabulkan baik

secara keseluruhan atau sebagian, atau pun dapat menolak secara -

keseluruhan gugatan.
Perdamaian dapat terjadi apa bila para pihak di tengah-tengah
pemeriksaan dapat di damaikan oleh hakim atau inisiatif para

pihak. Oleh hakim setelah ada perdamaian diboat akta perdamaian

yang biasanya terdiri dari kesepakatan para pihak yang.

bersengketa atas besar bagian harta peninggalan masin-masing.
Terhadap akta perdamaian tersebut harus mematuhi isi dari
kesepakatan di dalam akta tersebut.

Negosiasi terjadi apabila pihak yang terhukum tidak segera dan
sukarela melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan bersifat eksekutorial, maka oleh
Pengadilan, pihak terhukum dan pihak lawannya dipanggil kembali
untuk mengadakan negosiasi, untuk negosiasi ini terhadap putusan
hakim dikesampingkan dahulu apabila terjadi kesepakatan
terhadap bagian harta harta peninggalan dan oleh Pengadilan
Agama di buat Berita Acara negosiasi 's.ampai pelaksanaan

pembagiannya.
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2. Putusan hakim adalah penentuan, harta watisan, siapa-siapa ahli

waris dan bagian masing-masing ahli waris serta memerintahkan
dengan segera pihak terhukum untuk melaksanakan pembagian
warisan. Pelaksanaan tersebut akan menghadapi hambatan
apabila pihak terhukum tidak dengan suka rela membagi harta
warisan yang ada dalam kuasanya, bentuk harta warisan yang
berupa tanah yang berbidang-bidang yang nilainya berbeda-beda
terlebih para pihak tidak ada yang mengalahi, terhadap harta yang
bernilai seni dan antic yang oleh perangkat Pengadilan Agama
tidak menguasai hal demikian. Hambatan lain bila terjadi sengketa
kewenangan vang telah diproses di Mahkamah Agung maka

pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan

. tersebut turun. Sedangkan hambatan-hambatan dalam eksekusi

terdapat dua macam yaitu pertama bersifat tekhnis yuridis dan
hambatan non tekhnis yuridis. |

Masalah yang timbul dalam penerapan Undang-Undang nomor 7
Tahun 1989 antara lain adanya sengketa kewenangan mengadili.
Sengketa kewenangan mengadili tersebut dapat di timbulkan
karena adanya pilihan- hukum dan sengketa hak milik. Karena
pilihan hukum adalah bila kedua belah pihak masing-masing

secara bersamaan mengajukan gugatan pada masing-masing
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lingkungan Peradilan yang berbeda. Sengketa hak milik dapat
ditimbulkan dari tangkisan pihak tergugat di Pengadilan Agama

yang menyatakan bahwa objek warisan seluruh atau sebagian

bukan harta peningggalan dan menyatakan juga Pengadilan

Agama tidak berwenang memeriksa perkara hak milik karena
kewenangan mengadili ada pada Peradilan Umum dan perkara hak
milik tersebut telah diajukan gugatan untuk di periksa dan
diputuskan ke Pengadilan Negeri. o
Sama dengan halnya diatas intervensi juga punya potensi yang

basar dalam timbuinya sengketa kewenangan.

B.Saran-saran

Setelah memperhatikan uraian dan kesimpulan dalam tesis ini maka

pehyusun mengajukan sarn-saran sebagai berikut:

1.

Perlu adanya dukungan secara politis terhadap penyempurnaan
hukum yang berkaitan dengan keberadaan Peradilan Agama,
walaupun selama ini telah ferjadi banyak perubahan
dibandingkan dengan sebelum di Undangkan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989. Namun seiring meningkatnya kesadaraﬁ
Umat islam dalam melaksanakan pembagian waris semakin

banyak pula kendala-kendala yang akan dihadapi seperti yang




105

sudah ada sering terfadinya titik singgung kompetensi absolute

dalam hal kewenangan mengadili perkara warisn tersebut antara

Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

. Pertunya diupayakan peningkatan sistem hukum kewarisan Islam
secara nasional serta kompletisitas hukum tersebut, karena saat
ini statusnya dari hukum kewarisan Islam hanya sebatas putusan
menteri. Hukum kewarisan Islam sangat membutuhkan dasar
hukum yang kuat karena ada dua sistem kewarisan yang berlaku
di Indonesia di luar hukum Islam, antara lain hukum Eropa dan
hukum Adat yang telah mempunyai akar hukum yang kuat,
alangkah baiknya akar hukum waris Islam dikuatkan menjedi
sebuah Undang-Undang.

. Perlu diadakan sosialisasi hukum kewarisan Islam lebih
mendalam bagi masyarakat Istam di Indonesia karena banyak
sekali orang Islam yang tidék mengerti pembagian warisan
menurut hukum Islam yang kegunaannya antara lain mereka
dapat membagi sendiri perkara warisan tanpa periu ke lembaga
peraditan yang pada akhirnya mempérsempit timbulnya sengketa
kewenangan mengadili.

. Untuk para notaris dengan memahami kewarisan islam periu di

tingkatkan, karena notaris di mata masyarakat adalah orang yang
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dianggab memahami seluls beluk hukum baik itu hukum Islam
maupun hukum-hukum yang lainnya. Pentingnya pemahaman

hukum Isfam di bidang kewarisan oleh notaris, dimana suatu saat

notaris akan di hadapkan pada permasalahan kewarisan Islam .

ditengah-tengah kesibukan tugasnya dan sebagai anggota
masyarakat yang dianggab mengerti masalah hukum.

. Untuk para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar lebih teliti
terhadap tanah yang peralihannya melalui warisan. Perlunya agar
tidak dilupakannya salinan Putusan, Penetapan, Akfa
Perdamaian, Berita Acara Negosiasi sebagai salah satu syarat
mutlak untuk terjadinya peralihan hak atas tanah dan bersertifikat

dengan tidak mengabaikan persyaratan persyaratan lainnya.




RINGKASAN

Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Penetapan atau Putusan hakim
Pengadilan Agama dapat dilaksanakan setelah kedua produk hakim
Pengadilan Agama menjadi kekuatan hukum yang tetap. Kekuatan hukum
yang tetap adalah jika Penetapan atau Putusan tersebut tidak dilakukakn
upaya-upaya hukum setelah masa tenggang waktu diberikan telah habis. Maka
oleh pihak terhukum untuk segera melaksanakan putusan hakim tersebut. Jika
putusan hakim tersebut tidak segera dilaksanakan {untuk pembagian) maka
sebelumnya hakim memberi peringatan kepada pihal/< terhukum untuk segera
melaksanakan putusan tersebut, setelah di beri peringatan tetapi pufusan
belum juga dilaksanakan maka pihak lain dapat memintakan eksekusi kepada
hakim. Tetapi dalam praktek biasanya hakim terlebih dahuiu memanggil kedua

belah pihak unfuk melalkitkan Negosiasi.

Dalam negosiasi tersebut hakim sebagai penengah dan pengarah untuk

melakukan kesepakatan-kesepakatan terhadap pembagian-pembagian. Jika

terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka oleh hakim di bua_t Berita
Acara Negosiasi yang isinya memuat antara lain telah terjadi negosiasi antara
kedua belah pihak setelah ada putusan hakim, serta memuat bagian-bagian
masing-masing yang berdasarkan kesepakatén dalam negosiaéi tersebut.

Jika Negosiasi tidak ada kesepakatan maka hakim memerintahkan jdru sita

untuk melakukan eksekusi pelaksanaan pembagian waris. Pada saat eksekusi




tersebut ada hambatan-hambatannya serta hambtan-hambtan dalam
pelaksaan pembagian, mengenai hambatan-hambatan tersebut telah di uraikan
secara jelas pada Bab IV point B hal 90.tesis ini.

Mengenai sengketa kewenangan mengadili yang timbul oleh adanya hak opsi
yaitu karena kedua secara bersamaan mengajukan gugatan ke dua Iingkungan
peradilan yang berbeda terhadap satu objek sengketa dengan pihak-pihak
yang sama. Sengketa hak milik dapat menimbulkan sengketa kewenangan
mengadili apa bila dalam objek sengketa tersebut terdapat sebagian atau
seluruhnya yang diklaim salah satu pihak. Bukan objek warisan sama sekali
atau didalam objek sengketa tersebut ada sebagian hak milik tetapi Pengadilan
Agama tetap memeriksa perkara tersebut, sedangkan dipihak lain telah
mengajukan gugatan hak milik ke Pengadilan Neger dan/ tetap di periksa
perkara tesbut karena Pengadilan Agama merasa berwenang terhadap perkara
tersebut.

Adanya Intervensi dari pihak ketiga dapat menimbuikan sengketa kewenangan
mengadili dengan dasar yang sama dengan ketentuan gugatan hak milik

diatas.
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